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MOTTO 
“Kerahkan hati, pikiran, dan jiwamu ke dalam aksimu yang paling kecil 
sekalipun. Inilah rahasia kesuksesan” 
(Swami Sivananda) 
“Agar sukses, kemauanmu untuk berhasil harus lebih besar daripada 
ketakutanmu untuk gagal” 
(Bill Cosby) 
“ Jika kamu benar menginginkan sesuatu, kamu akan menemukan caranya. 
Namun jika tak serius, kau hanya akan menemukan alasan” 
(Jim Rohn) 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, seseungguhnya sesudah 
kesulitan itu ada kemudahan” 
(Q.S Asy Syarh : 5-6) 
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ABSTRACT 
 The objective of this study is to understand whether or not accounting 
treatment about zakat funds is aligned with PSAK No. 109. Accounting of zakat 
regulate recognition, measurement, presentation and disclosure of transactions 
zakat for amil that receive and distribute zakat. 
 This study also uses descriptive qualitative methods with a case study 
approach. In this study using two informans, namely key informans, mamely 
secretariat/employee of Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng and supporting 
informants, namely the Suppervisory Commision, Executing Agency and related 
Devisions in the management of zakat, infaq, and shadaqah at Lembaga Amil 
Zakat Al-Azhar Jateng. 
 The results showed that the Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng in 
terms of accounting treatment was in accordance with PSAK No. 109 concerning 
the accounting of zakat, starting from the characteristics, initial recognition, 
measurement after initial recognition, distribution of zakat, presentation of zakat 
and disclosure of zakat. 
 
Keywords: accounting treatment, zakat, PSAK No. 109, lembaga amil zakat. 
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ABSTRAK  
 
 Penelitian ini bertujuan untuk memahami apakah perlakuan akuntansi sejajar 
dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat. Akuntansi zakat bertujuan untuk 
mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat untuk 
amil dalam menerima dan mendistribusikan zakat.  
 Penelitian ini  menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan 
studi kasus (case study). Dalam penelitian ini menggunakan 2 informan, yaitu  
informan kunci yaitu supervisor keuangan dan kelembagaan Lembaga Amil Zakat 
Al-Azhar Jateng dan informan pendukung yaitu kepala perwakilan Lembaga Amil 
Zakat Al-Azhar Jateng. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng 
dalam hal perlakuan akuntansi sudah sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi 
zakat yaitu mulai dari karakteristik, pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan 
awal, penyaluran zakat, penyajian zakat serta pengungkapan zakat. 
 
Kata Kunci : perlakuan akuntansi, zakat, PSAK No. 109, lembaga amil zakat 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1.Latar Belakang Masalah 
Islam merupakan agama yang bersifat universal dan berlaku sepanjang 
zaman. Islam adalah agama yang penuh dengan pemahaman-pemahaman 
tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup dengan segala 
permasalahan kehidupan manusia. Permasalahan bangsa Indonesia yang tak 
kunjung usai adalah kemiskinan. Wujud dari kepedulian sosial yaitu Islam 
memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan adalah dengan 
berzakat. Zakat merupakan salah satu wujud dari terlaksananya ekonomi Islami, 
yaitu ekonomi yang mempertimbangkan keseimbangan dengan lingkungan 
sekitar (Yulinartati, 2012).  
Konsep zakat yang ditawarkan dalam Islam yaitu memberikan solusi atas 
permasalahan kemiskinan dan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi dalam 
kehidupan masyarakat. Zakat adalah wujud nyata operasional ekonomi yang 
berlandaskan syariah Islam dalam mewujudkan keseimbangan dan kesejahteraan 
masyarakat. Zakat juga merupakan wujud pilar perekonomian Islam dalam 
menjalankan fungsinya yaitu untuk mengelola dan menyalurkan dana muzaki 
kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahiq) (Warno, 2016). 
Agar zakat dapat terwujud dengan baik, maka zakat harus mencakup empat 
unsur penting yang saling berkaitan. Keempat unsur tersebut adalah orang yang 
berzakat (muzaki), orang yang berhak menerima zakat (mustahiq), harta, dan 
lembaga pengelola zakat (amil). Lembaga pengelola zakat dituntut untuk bisa 
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menyelesaikan permasalahan masyarakat yaitu dalam hal kebutuhan pangan, 
kesehatan serta pendidikan. Tujuan adanya program yang dijalankan lembaga 
pengelola zakat yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suwardi, 
2013). 
Suatu lembaga dapat dikatakan baik yaitu apabila lembaga tersebut 
memiliki sistem administrasi dan tata kelola lembaga yang baik, karena hal ini 
dirasa mampu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan 
dana zakatnya kepada lembaga tersebut. Sebuah tata kelola dapat dikatakan baik 
yaitu apabila lembaga tersebut bersifat transparan dan akuntabel dalam 
pengumpulan, penghimpunan serta pendistribusian dana zakatnya, sehingga 
pelaporan dana zakat yang ada pada lembaga pengelola zakat dapat 
dipertanggungjawabkan (Sawarjuwono, 2013). 
Lembaga pengelola zakat memiliki tujuan untuk membantu umat Islam 
dalam hal menyalurkan dana zakatnya kepada mustahiq. Kegiatan-kegiatan ini 
melibatkan beberapa pihak diantaranya muzaki, pengelola zakat, dan mustahiq. 
Dalam beberapa kasus, pengelola zakat bukanlah lembaga yang benar-benar ahli 
dibidangnya. Hal ini kemudian memunculkan adanya akuntabilitas. Muzaki 
menginginkan akuntabilitas pengelola bersifat transparan dan akuntabel dalam 
melaporkan dananya. Namun pegawai menginginkan lembaga tersebut tumbuh 
dan berkembang sesuai dengan komitmennya terhadap umat (Moore, 2001). 
Peran lembaga pengelola zakat tidak hanya dalam pengumpulan, 
penghimpunan serta pendistribusian dana saja, tetapi lembaga pengelola zakat 
juga mempunyai tanggungjawab yang lebih besar. Bukan setelah pengumpulan, 
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penghimpunan serta pendistribusian dana, ternyata masyarakat malah tidak dapat 
mengakses dana yang telah mereka salurkan kepada lembaga pengelola zakat 
tersebut. Akuntabilitas adalah salah satu indikator untuk menilai kinerja sebuah 
organisasi publik. Salah satu bentuk dari akuntabilitas publik yang sangat mudah 
dilihat adalah laporan keuangan (Suwardi, 2013). 
Dalam pelaksanaan kegiatan operasional, lembaga pengelola zakat 
menerima sumbangan dana yang berasal dari muzaki. Untuk menjaga 
kepercayaan muzaki yang telah menyumbangkan dananya kepada lembaga 
pengelola zakat, pengelola lembaga diharapkan sanggup menyajikan laporan 
keuangan zakat yang telah sesuai dengan aturan yang ada dan yang telah 
ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yaitu PSAK No. 109 tentang 
akuntansi zakat (Marliyati, 2015). 
Dalam pembuatan laporan keuangan, amil zakat berkewajiban untuk 
mencatat setiap setoran zakat dari muzaki, kemudian melaporkan pengelolaan 
zakat tersebut kepada masyarakat dalam bentuk laporan keuangan. Ini juga 
sekaligus untuk memenuhi tuntutan dari kode etik untuk para amil zakat. Dalam 
mengelola zakat harus memiliki akuntabilitas dan transparansi, karena sebagai 
lembaga publik amil zakat memerlukan standarisasi pelaporan agar publik dan 
pemangku kepentingan lainnya dapat memantau dan menilai kinerja mereka 
serta memberikan umpan balik atas pertanggungjawaban pelaporan tersebut 
(Aulia). 
Laporan keuangan lembaga zakat menjadi salah satu media untuk 
pertanggungjawaban operasionalnya, yaitu dalam mengumpulkan dan 
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menyalurkan dana zakat. Untuk itu agar laporan keuangan tersebut bersifat 
transparan dan akuntabel maka dibutuhkan standar akuntansi yang mengaturnya. 
Berbeda dengan entitas syariah, aktivitas pengumpulan dan penyaluran dana 
zakat juga dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi sosial selain fungsi 
komersial, sehingga komponen laporan keuangan yang dimuat dalam PSAK No. 
101 juga memiliki laporan sumber dan penggunaan dana zakat (Istutik, 2011). 
Bagi institusi yang didirikan khusus hanya untuk mengelola dana zakat atau 
disebut juga sebagai amil, maka penyusunan laporan keuangannya tidak 
menganut PSAK No. 101 tetapi menggunakan PSAK No. 109, standar akuntansi 
yang mengatur tentang zakat. Tentu hal-hal yang tidak diatur dalam PSAK No. 
109 dapat menggunakan PSAK yang terkait sepanjang tidak bertentangan 
dengan syariah Islam (Istutik, 2011). 
Penerapan standar PSAK No. 109 dimulai pasca 2008, yang sebelumya 
lembaga zakat masih mengacu pada PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan 
organisasi nirlaba. Sehubungan dengan harmonisasi PSAK terhadap IFRS, maka 
dibuat dan ditetapkan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah 
dengan kerangka dasar PSAK No. 101 (Lembaga Syariah Komersil) (Marliyati, 
2015).  
Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya organisasi non profit, yakni 
lembaga zakat menerima donasi dari muzaki baik berbentuk benda maupun 
uang. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang telah menyumbangkan 
sebagian hartanya, pengelola lembaga zakat diharapkan dapat menyajikan 
laporan keuangan zakat sesuai PSAK No. 109. Sedangkan penyusunan laporan 
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keuangan zakat yang akuntabel dapat dilakukan, karena implementasi akuntansi 
Zakat berlaku efektif  (Marliyati, 2015). 
Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik dengan penelitian 
“Analisis Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi 
Zakat (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng)”. 
 
1.2.Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti 
akan mengidentifikasikan masalah-masalah yang ada, yaitu: 
1. Masih adanya lembaga pengelola zakat yang belum menerapkan standar 
akuntansi yaitu PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat. 
2. Masih ada sebagian besar muzaki yang lebih memilih membayar zakat secara 
langsung ke mustahiq daripada menyalurkan kepada lembaga pengelola zakat 
karena kurangnya kepercayaan muzaki kepada lembaga pengelola zakat 
dalam melaporkan dana zakatnya.  
3. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa lembaga 
pengelola zakat yang kurang transparan dan akuntabel.  
1.3. Batasan Masalah 
Agar penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam, maka tidak semua 
masalah yang telah diidentifikasikan akan diteliti. Untuk itu, maka peneliti 
memberi batasan yaitu penelitian ini lebih berfokus kepada PSAK No. 109 
tentang akuntansi zakat dan dilakukan di Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng. 
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1.4. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dan untuk 
memperjelas arah dari penelitian ini, maka dapat dirumuskan pokok 
permasalahannya adalah: 
Bagaimana implementasi dari perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK No. 
109 tentang akuntansi zakat yang ada pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar 
Jateng? 
1.5. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka tujuan yang 
ingin di capai dalam penelitian ini adalah: 
Untuk mengetahui implementasi dari perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 
No. 109 tentang akuntansi zakat yang  ada pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar 
Jateng. 
1.6. Manfaat Penelitian 
Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa 
pihak diantaranya: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait tentang 
perlakuan akuntansi yang baik dan sesuai dengan standar yang telah 
ditetapkan.  
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b. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi 
pembaca terkait tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban laporan 
keuangan yang ada pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng. 
2. Manfaat Praktis 
a. Sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen Lembaga Amil Zakat Al-
Azhar Jateng dalam menerapkan penyajian laporan keuangan zakat yang 
relevan dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku 
sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi 
keuangannya di mata publik serta mampu meraih kepercayaan publik.  
b. Sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil tema yang 
serupa, sehingga dapat memberikan kajian keilmuan yang lebih 
mendalam pada masa yang akan datang.  
1.7. Hasil Penelitian yang Relevan 
Tabel 1.1 
Penelitian yang Relevan 
 
Peneliti 
  
Metode dan 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran Penelitian 
Nikmatuniayah 
dan Marliyati 
(2015) 
Metode kualitatif 
deskriptif dengan 
model multiple 
case study LAZ 
yang memiliki 
distribusi zakat 
terluas di Kota 
Semarang. 
Neraca, laporan arus 
kas, dan laporan 
perubahan dana 
tersedia 100% di LAZ. 
Laporan perubahan aset 
kelolaan 70% tersedia 
di LAZ. Aspek sistem 
akuntansi: prosedur, 
kelengkapan, dokumen, 
buku besar, dan laporan 
keuangan 100% 
tersedia di LAZ 
Baznas/FOZ 
perlu membuat 
standar 
operasional 
sistem 
pengelolaan 
zakat yang sesuai 
dengan PSAK 
109. Baznas dan 
LAZ tergabung 
dalam FOZ perlu 
  Tabel berlanjut... 
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Lanjutan tabel 1.1 
Peneliti  
  
Metode dan 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran Penelitian 
  . Aspek pengendalian 
intern: tersediaan 
struktur organisasi, job 
desk, dokumen 
bernomor urut tercetak 
100% tersedia di LAZ. 
merumuskan kode 
etik profesi amil 
yang dapat 
melindungi 
legalitas LAZ di 
Indonesia. 
Ritonga (2017) Metode 
deskriptif. 
Sampel 
BAZNAS 
Sumatera Utara 
Perlakuan akuntansi 
zakat dalam penyajian 
laporan keuangan pada 
Baznas Sumatera Utara 
sudah menerapkan 
akuntansi zakat 
menggunakan PSAK 
No. 109 tetapi belum 
sepenuhnya sesuai 
dengan PSAK No. 109. 
Laporan keuangan 
yang disajikan oleh 
BAZNAS Sumatera 
Utara masih belum 
informatif 
Baznas Sumatera 
Utara diharapkan 
menyajikan 
laporan keuangan 
yang sesuai 
dengan PSAK 
No.109, serta 
auditor sebagai 
pembuat laporan 
keuangan harus 
mengikuti auditor 
sebelumnya agar 
tidak terjadi 
kesalahan dan 
kebingungan bagi 
pihak yang 
membaca. Dalam 
penyajian 
BAZNAS 
Sumatera Utara 
diharapkan lebih 
jelas, transparan 
dan akuntabel. 
Istutik (2013) Metode survey. 
Sampel BMH 
Malang, LAZIS 
Sabilillah 
Malang, LAZIS 
Baitul Ummah 
Malang, YDSF 
Malang, 
LAZISMU 
Pertanggungjawaban 
keuangan atas aktivitas 
penerimaan dan 
penyaluran dana ZIS 
telah dilakukan oleh 
lembaga amil di kota 
Malang. 
Pengenalan dan 
apalagi 
pemahaman 
pengelola 
lembaga amil 
terhadap PSAK 
109 masih sangat 
kurang. 
 
Tabel berlanjut... 
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Lanjutan tabel 1.1 
Peneliti 
  
Metode dan 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran Penelitian 
  Namun lembaga amil 
belum menerapkan 
standar akuntansi ZIS 
(PSAK 109) untuk 
penyusunan laporan 
keuangannya. 
Pertanggungjawaban 
keuangan yang 
dimaksud masih 
sebatas laporan 
penerimaan dan 
pengeluaran kas. 
Perlu keterlibatan 
perguruan tinggi, 
organisasi profesi, 
atau Baznas untuk 
memberikan 
pelatihan tentang 
PSAK 109.  
 
Yulinartati dkk 
(2012) 
Metode survey, 
observasi, 
wawancara. 
Sampel Lazismu, 
AZKA, Yatim 
Mandiri, LAZ 
Depag, YDSF, 
BMH, RIZKI. 
Lembaga pengelolaan 
ZIS sudah sesuai 
dengan hukum yang 
berlaku, pelaksanaan 
penggalangan dana, 
pendistribusian dana 
sudah sesuai dengan 
aturan dan prosedur 
yang benar, program 
yang dijalankan telah 
sesuai dengan 
komitmen organisasi, 
program-program 
telah berjalan dengan 
baik, kebijakan-
kebijakan yang 
diambil sudah 
berkaitan dengan 
pertanggungjawaban 
pengelola, lembaga 
zakat dalam 
mengelola dana sudah 
sesuai dengan 
ketentuan hukum 
syariah Islam. 
Penelitian ini 
mencakup 
wilayah 
Kabupaten 
Jember, jumlah 
muzaki yang 
diteliti hanya 
berjumlah 70 
orang, jumlah 
mustahiq yang 
diteliti hanya 70 
orang, penelitian 
ini hanya 
dilakukan 10 
bulan.  
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1.8.Metode Penelitian 
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan 
melakukan pendekatan studi kasus. Jenis penelitian kualitatif adalah jenis 
penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah. Sedangkan jenis 
penelitian deskriptif  adalah jenis penelitian yang mengarahkan peneliti untuk 
mendapat informasi sosial yang diteliti secara menyeluruh, rinci, dan mendalam. 
(Sugiyono, 2015). 
Penelitian ini menggunakan teknik pendekatan studi kasus, yaitu yang ada 
pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng. Teknik pendekatan studi kasus 
menggambarkan secara rinci mengenai obyek yang diteliti dalam kurun waktu 
tertentu secara mendalam dan menyeluruh meliputi lingkungan dan masa lalu 
perusahaan. Penelitian dengan teknik ini lebih memfokuskan pada suatu obyek 
penelitian. 
 
1.9. Jadwal Penelitian 
Terlampir 
1.10. Sistematika Penulisan Skripsi 
 Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis menyusun 
sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukan hasil penelitian yang 
baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut: 
BAB I: PENDAHULUAN 
  Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi 
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
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penelitian, hasil penelitian yang relevan, metode penelitian, jadwal penelitian, 
dan sistematika penulisan skripsi. 
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 
 Dalam bab ini akan dipaparkan teori-teori serta pustaka yang berkaitan 
dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang perlakuan akuntansi zakat 
dan Lembaga Pengelola Zakat. 
BAB III: METODE PENELITIAN 
 Bab ini akan menjelaskan tentang metodologi dalam penyusunan 
penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, lokasi dan 
pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. 
BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN  
 Bab ini berisi hasil dari penelitian yang telah dilakukan peneliti dalam 
menganalisis data dan pembahasan secara desktiptif kualitatif dengan melakukan 
pendekatan studi kasus. 
BAB V: PENUTUP  
 Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian yang 
telah dilakukan oleh peneliti dan beberapa saran yang mungkin bisa menjadi 
masukan untuk beberapa hal yang masih kurang dalam melakukan pengelolaan 
keuangan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat. Pada bab ini juga 
dijelaskan mengenai keterbatasan yang masih dimiliki peneliti ini.
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Akuntansi Syariah 
Akuntansi syariah adalah proses akuntansi atas transaksi yang sesuai dengan 
aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Sedangkan akuntansi (konvensional) 
menurut American Accounting Association (AAA) adalah mengidentifikasi, 
mengklasifikasi, menafsirkan serta mengkomunikasikan peristiwa ekonomi yang 
memungkinkan pengguna dalam mengambil keputusan. Definisi akuntansi syariah 
adalah memberikan informasi yang tepat kepada stakeholders suatu entitas yang 
akan memungkinkan mereka untuk memastikan bahwa entitas tersebut secara 
terus-menerus beroperasi dalam batas-batas syariat Islam dan menyampaikan 
tujuan sosioekonominya (Wasilah, 2013). 
Dari perbedaan itu, informasi yang disajikan akuntansi syariah untuk 
pengguna laporan keuangan lebih luas, tidak hanya finansial juga yang mencakup 
aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan 
sosial yang tidak terhindarkan dalam Islam, misalnya dengan adanya kewajiban 
membayar zakat (Wasilah, 2013). 
Akuntansi syariah juga dibutuhkan dan berbeda dengan akuntansi 
konvensional. Akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang 
harus dilakukan sesuai syariah, karena tidak mungkin dapat menerapkan akuntansi 
yang sesuai dengan syariah jika transaksi yang akan dicatat oleh proses akuntansi 
tersebut tidak sesuai dengan syariah (Wasilah, 2013). 
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2.2. Perkembangan Awal Akuntansi 
Menurut Wasilah (2013) pada awalnya akuntansi merupakan bagian dari 
ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan 
masalah hukum alam dan perhitungan yang bersifat memiliki kebenaran absolut. 
Sebagai bagian dari ilmu pasti yang perkembangannya bersifat akumulatif, maka 
setiap penemuan metode baru dalam akuntansi akan menambah dan 
memperkaya ilmu akuntansi. Bahkan pemikiran akuntansi pada awal 
perkembangannya merupakan seorang ahli matematika yaitu Luca Paciolli dan 
Musa Al-Khawarizmy. 
Penemuan metode baru dalam akuntansi senantiasa mengalami penyesuaian 
dengan kondisi setempat, sehingga dalam perkembangan selanjutnya, ilmu 
akuntansi lebih cenderung menjadi bagian dari ilmu sosial (social science) yaitu 
bagian ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena keadaan masyarakat 
dengan lingkungan yang bersifat lebih relatif. 
Perubahan ilmu akuntansi dari bagian ilmu pasti menjadi ilmu sosial lebih 
disebabkan oleh faktor-faktor perubahan dalam masyarakat yang semula 
dianggap sebagai sesuatu yang konstan, misal transaksi usaha yang akan 
dipengaruhi oleh budaya dan tradisi serta kebiasaan dalam masyarakat. Oleh 
karena itu akuntansi masih berada ditengah-tengah pembagian ilmu pengetahuan 
hingga kini. Bahkan mayoritas pemikir akuntansi saat ini masih menitikberatkan 
pada pemikiran positif melalui penggunaan data empiris dengan pengolahan 
yang bersifat matematis. 
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Akuntansi dalam Islam merupakan alat (tool) untuk melaksanakan perintah 
Allah SWT dalam (Q.S. 2:282) untuk melakukan pencatatan dalam melakukan 
transaksi usaha. Implikasi lebih jauh, adalah keperluan terhadap suatu sistem 
pencatatan tentang hak dan kewajiban, pelaporan yang terpadu dan 
komprehensif. Islam memandang akuntansi tidak hanya sekedar ilmu yang bebas 
nilai untuk melakukan pencatatan dan pelaporan saja, tetapi juga sebagai alat 
untuk menjalankan nilai-nilai Islam (Islamic Values) sesuai dengan ketentuan 
syariah. 
Perkembangan akuntansi dengan domain “arithmetic quality”-nya sangat 
ditopang oleh ilmu lain khususnya arithmetic, algebra, mathematics, algorithm 
pada abad ke-9 M. Ilmu ini lebih berkembang sebelum perkembangan bahasa. 
Ilmu penting ini ternyata dikembangkan oleh filosofis Islam yang terkenal yaitu 
Abu Yusuf Ya’kub bin Ishaq Al Kindi yang lahir tahun 801 M. Juga Al Karki 
(1020) dan Al-Khawarizmy yang merupakan asal kata dari alghoritm, algebra 
juga berasal dari kata Arab yaitu “al Jabr”. Demikian juga penemuan Al-
Khawarizmy berupa sistem nomor, desimal, dan angka “0”. 
Ibnu Khaldun (lahir tahun 1332) adalah seorang filosof Islam yang juga 
telah berbicara tentang politik, sosiologi, ekonomi, bisnis, perdagangan. Bahkan 
ada dugaan bahwa pemikiran mereka sebenarnya yang dikemukakan oleh para 
filosof Barat yang muncul pada abad ke- 18 M. Sebenarnya Al-Khawarizmy lah 
yang berkontribusi besar bagi perkembangan matematika modern Eropa. 
Akuntansi modern yang dikembangkan dari persamaan algebra dengan konsep-
konsep dasarnya yang digunakan memecahkan persoalan pembagian harta 
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warisan secara adil sesuai dengan syariah yang ada di Al-Qur’an, perkara hukum 
(law suit) dan praktik bisnis perdagangan. 
Sebenarnya sudah banyak pula ahli akuntan yang mengakui keberadaan 
akuntansi Islam itu, misalnya RE Gambling, William Roget, Baydoun, Hayashi 
dari Jepang, dll. Seperti Paciolli dalam memperkenalkan sistem double entry 
melalui ilmu matematika. Sistem akuntansi dibangun dari dasar kesamaan 
akuntansi Aset = Liabilitas + Ekuitas (A = L + E). Karena aljabar ditemukan 
pertama-tama oleh ilmuwan muslim di zaman keemasan Islam, maka sangat 
logis jika ilmu akuntansi juga telah berkembang pesat di zaman itu, paling tidak 
menjadi dasar perkembangannya (Wasilah, 2013). 
 
2.3. Pengertian Zakat 
 Menurut Munawir dalam Mardani (2012) hal utama yang menjadi dasar 
dalam sistem perekonomian Islam adalah zakat. Zakat berasal dari kata zaka yang 
berarti suci, tumbuh, berkah. Zakat dalam pengertian suci, yaitu membersihkan 
diri, jiwa dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakatnya  berarti seseorang 
yang sedang membersihkan diri dari sifat kikir, tinggi hati dan riya’. Sedangkan 
pengertian zakat dalam artian berkah yaitu diartikan sebagai sisa harta yang telah 
dikeluarkan untuk membayar zakat akan mendapatkan berkah dan akan terus 
berkembang meskipun jumlahnya berkurang . 
 Sedangkan pengertian zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 
Pasal 1 No. 2, zakat diartikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang 
muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya 
sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan pengelolaan zakat menurut Pasal 1 No. 1 
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yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam 
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 
 
2.4. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan   
Syariah (PSAK) 
2.4.1. Tujuan Kerangka Dasar 
Menurut Wasilah (2013) kerangka dasar ini menyajikan konsep yang 
mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. 
Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh 
entitas syariah maupun entitas konvensional baik sektor publik maupun sektor 
swasta. Tujuannya yaitu: 
1. Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah, dalam pelaksanaan 
tugasnya. 
2. Penyusunan laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi 
syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. 
3. Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan 
disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah berlaku umum. 
4. Para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan 
dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi 
keuangan syariah. 
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2.4.2. Tujuan Laporan Keuangan 
Tujuan laporan keuangan menurut Wasilah (2013) adalah untuk 
menyediakan informasi, menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan 
posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bai sejumlah besar pemakai 
dalam pengambilan keputusan ekonomi. Beberapa tujuan yang lainnya yaitu: 
1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan 
kegiatan usaha. 
2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi 
aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip bila 
ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. 
3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas 
syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya 
pada tingkat keuntungan yang layak. 
4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam 
modal dan pemilik dana syirkah temporer; dan informasi mengenai mengenai 
pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi sosial entitas syariah termasuk 
pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf. 
Laporan keuangan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bersama sebagai 
pengguna laporan keuangan, serta dapat digunakan sebagai bentuk laporan dan 
pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 
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2.4.3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 
1. Dapat Dipahami 
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan 
adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. 
Maksudnya, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai 
tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk 
mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.  
2. Relevan 
Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 
pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas 
relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan 
membantu mereka mengevaluasi peristiwa lalu, masa kini, atau masa depan, 
serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi dimasa lalu. 
3. Andal 
Andal diartikan bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan 
material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau 
jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau secara 
wajar diharapkan dapat disajikan. 
4. Dapat Dibandingkan 
Agar dapat dibandingkan, informasi tentang kebijakan akuntansi yang 
digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan 
serta pengaruh perubahan tersebut juga harus diungkapkan termasuk ketaatan 
atas standar akuntansi yang berlaku.  
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2.5. PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat 
Perlakuan akuntansi ini mengacu pada PSAK No. 109 tentang akuntansi 
zakat, ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan 
zakat. PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat ini wajib diterapkan oleh amil 
yang mendapat izin dari regulator namun amil yang tidak mendapat izin juga 
dapat menerapkan PSAK ini. Isi dari PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat 
adalah: 
Tabel 2.1 
PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat 
 
Pernyataan 
1. Karakteristik 
a. Zakat yang diterima oleh amil dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip 
syariah dan tata kelola yang baik.  
2. Pengakuan Awal 
a. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. 
b. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat 
yaitu apabila dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima, 
jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar aset non kas 
tersebut. 
c. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga 
pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan 
metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK 
yang relevan. 
d. Zakat yang diterima oleh diakui sebagai dana amil untuk bagian amil 
dan dana zakat untuk bagian non amil. 
e. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing 
mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan 
kebijakan amil. 
f. Jika muzaki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran 
zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui 
sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah/fee 
maka diakui sebagai penambah dana amil. 
 
 
 
 
 
Tabel Berlanjut… 
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Pernyataan 
3. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal 
a. Apabila terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian 
yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau 
pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian 
tersebut.  
b. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: pengurang dana zakat, jika 
terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; kerugian dan pengurang 
dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. 
4. Penyaluran Zakat 
a. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana 
zakat sebesar: jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; jumlah 
tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.  
5. Penyajian Zakat 
a. Amil menyajikan dana zakat, dana infak/shadaqah, dana amil, dan dana 
nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). 
6. Pengungkapan Zakat 
a. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi 
zakat, tetapi tidak terbatas pada kebijakan penyaluran zakat, seperti 
penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima. 
b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas 
penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan 
konsistensi kebijakan. 
c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat 
berupa aset nonkas. 
d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban 
pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq. 
e. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan, presentase dari aset yang 
disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode. 
 
2.6. Dasar Hukum Zakat 
 Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur 
penting dalam sistem perekonomian Islam (Rozalinda, 2014). Zakat merupakan 
bentuk kepedulian sosial demi mensejahterakan umat manusia. Oleh karenanya, 
hukum zakat adalah wajib bagi masing-masing umat Islam yang telah memenuhi 
syarat. Apabila harta sudah mencapai haul dan nishab, maka kewajiban berzakat 
pun harus dilaksanakan. Berikut dasar-dasar hukum menunaikan zakat: 
 
Lanjutan tabel 2.1 
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2.6.1. Al-Qur’an 
Mardani (2012) menjelaskan ada beberapa ayat Al-Qur’an yang 
menjelaskan tentang zakat, yaitu diantaranya: 
 
 
Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan 
menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya 
doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah 
Maha Mendengar, Maha Mengetahui  (Q.S.9:103) 
 
 
Artinya:   Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang 
miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk 
(memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang 
yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang 
dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S.9:60). 
 
2.6.2. As-Sunnah 
 
Artinya: Zakat Fitri merupakan pembersih bagi yang berpuasa dari hal-hal yang 
tidak bermanfaat dan kata-kata keji (yang dikerjakan waktu puasa), dan 
bantuan makanan untuk para fakir miskin. (H.R. Abu Dawud). 
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Artinya: Barang siapa yang membayar zakat fitrah sebelum shalat ied, maka 
termasuk zakat fitrah yang diterima, dan barang siapa yang 
membayarnya sesudah shalat ied maka termasuk sedekah biasa (bukan 
lagi dianggap zakat fitrah).  (H.R. Bukhari dan Muslim) 
 
2.6.3. Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat 
1. Undang-Undang No. 23 tahun 2011 
 UU ini terdiri dari 11 Bab dan 47 Pasal. UU ini juga sebagai pengganti 
UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dianggap sudah tidak 
sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. 
Pengelolaan zakat menurut Pasal 2 UU No. 23 tahun 2011 harus berasaskan: 
syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, 
dan akuntabilitas. 
 Pasal 3 UU No. 23 tahun 2011 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat 
memiliki 2 tujuan, yaitu: meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan 
dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. 
Kesejahteraan masyarakat, disamping terpenuhi kebutuhan pokoknya, juga 
terpenuhi pendidikan, kesehatan dan pekerjaannya, serta ketaatan ibadahnya. 
 Menurut Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 23 tahun 2011, BAZNAS 
merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat 
secara nasional, dengan fungsi: 
a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 
b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 
c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 
d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. 
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 Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dapat bekerjasama dengan 
berbagai pihak yang terkait dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya 
secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada DPR RI paling 
sedikit 1 kali dalam 1 tahun. 
Kerjasama ini harus dilakukan BAZNAS, baik dengan sesama LAZ, 
dengan Majelis Ulama Pusat maupun Daerah, dengan seluruh ormas Islam, 
dengan masjid-masjid, lembaga pendidikan, pondok-pondok pesantren, 
lembaga keuangan syariah, dan kelompok umat lainnya. 
BAZNAS Kota/Kabupaten terkait dengan BAZNAS Provinsi, dan 
dengan BAZNAS Pusat secara struktural, termasuk di dalam kegiatan 
pelaporan secara berjenjang, termasuk di dalamnya LAZ diharuskan juga 
memberikan laporan kepada BAZNAS.  
Dengan demikian, yang tersentralisasi hanyalah laporan. Agar didapatkan 
database mustahiq dan muzaki secara nasional yang lebih faktual, dan jumlah 
pengumpulan dan pendayagunaan. Sedangkan dana zakatnya tetap 
terdesentralisasi di masing-masing BAZNAS dan LAZ berdasarkan wilayah 
masing-masing. 
 
2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011 Tentang 
Pengelolaan Zakat  
a. Amil adalah seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk atau 
disahkan oleh pemerintah untuk mengurus zakat. 
b. Tugas amil adalah melakukan penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi 
pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, 
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besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek 
wajib zakat.  
c. Pada dasarnya, biaya operasional pengelolaan zakat disediakan oleh 
Pemerintah. 
d. Dalam hal biaya operasional tidak dibiayai oleh pemerintah, atau 
disediakan pemerintah tetapi tidak mencukupi, maka biaya operasional 
pengelolaan zakat yang menjadi tugas amil diambil dari dana zakat yang 
merupakan bagian amil atau dari bagian Fi Sabilillah dalam batas 
kewajaran, atau diambil dari dana di luar zakat. 
e. Kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat – seperti iklan – dapat 
dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian amil atau Fi Sabilillah dalam 
batas kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah syariat Islam.  
f. Amil zakat yang telah memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta 
dalam tugasnya sebagai amil tidak berhak menerima bagian dari dana 
zakat yang menjadi bagian Amil. Sementara amil zakat yang tidak 
memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian 
dari dana zakat yang menjadi bagian amil sebagai imbalan atas dasar 
prinsip kewajaran.  
g. Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzaki dalam kaitan tugasnya 
sebagai Amil.  
h. Amil tidak boleh memberi hadiah kepada muzaki yang berasal dari harta 
zakat. 
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2.7.Tujuan Menunaikan Zakat 
 Menurut Mardani (2012) zakat merupakan bentuk wujud dari kepedulian 
sosial yang dirasa mampu memberikan manfaat bagi sebagian besar umat. 
Tujuan dari menunaikan zakat dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu diantaranya: 
1. Mampu mengangkat derajat fakir miskin dan bisa membantunya keluar dari 
kesulitan hidup. 
2. Memperluas dan membina silaturahmi sesama umat. 
3. Menjauhkan diri dari sifat kikir dan riya’. 
4. Mensucikan diri dari sifat dengki dan iri hati dalam hati orang-orang miskin. 
5. Dengan berzakat mampu mendidik diri untuk belajar berinfaq dan memberi. 
6. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah SWT. 
7. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial. 
8. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para ibn sabil, 
gharimin, dan mustahiq lainnya. 
 
2.8. Golongan yang Berhak Menerima Zakat 
 Menurut Rozalinda (2014) terdapat delapan golongan yang berhak 
menerima zakat (mustahiq), yaitu diantaranya: 
1. Fakir  
 Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki 
pekerjaan dan penghasilan yang tetap sehingga ia tidak mampu untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. 
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2. Miskin 
 Miskin adalah seseorang yang memiliki pekerjaan dan usaha tetapi dari 
pekerjaan dan penghasilannya tersebut hanya mampu untuk mencukupi 
kebutuhan sehari-hari. 
3. Amil 
 Amil adalah sekumpulan orang-orang yang dirasa mampu untuk 
mengurus zakat, yaitu dimulai dari proses mengumpulkan, mencatat lalu 
mendistribusikannya kepada yang berhak menerima (mustahiq). 
4. Muallaf 
 Muallaf adalah seseorang yang baru masuk Islam sehingga hatinya 
terkadang masih goyah.  
5. Riqab 
 Riqab adalah hamba sahaya (budak) yang dijanjikan akan dibebaskan 
dengan membayar sejumlah uang.  
6. Gharimin 
 Gharimin adalah orang yang memiliki hutang dan ia tidak mampu 
untuk melunasi hutangnya. 
7. Fi Sabilillah 
 Fi Sabilillah adalah orang yang berjalan di jalan Allah SWT. 
Maksudnya disini yaitu relawan yang terputus bekalnya karena kefakiran 
mereka.  
8. Ibn Sabil 
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 Ibn Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh namun sudah 
tidak memiliki bekal lagi. Perjalanan yang dimaksudkan disini adalah 
perjalanan dalam taat kepada Allah SWT. 
 
2.9. Syarat Obyek Zakat 
 Menurut Basri (2014) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi kemudian 
dinyatakan dalam bentuk obyek zakat, diantaranya: 
1. Halal, artinya harta yang akan dizakatkan harus diperoleh dengan cara yang 
baik dan halal. 
2. Sempurnanya kepemilikan, artinya kepemilikan muzaki atas harta yang akan 
dizakatkan bukan berasal dari harta orang lain. Harta tersebut adalah harta 
tunggal yang dimiliki oleh muzaki sehingga muzaki memiliki kekuasaan 
penuh atas harta tersebut. 
3. Berkembang, artinya harta tersebut dapat mendatangkan tambahan bagi 
pemiliknya. 
4. Melebihi kebutuhan pokok, maksudnya harta yang dimiliki oleh seseorang 
itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya 
untuk hidup wajar sebagai manusia. 
5. Bersih dari hutang, artinya harta yang dimiliki itu terbebas dari hutang, baik 
hutang kepada Allah (nazar, wasiat) maupun hutang kepada sesama 
manusia. 
6. Nishab, maksudnya harta yang dimiliki oleh seorang muslim tidak wajib 
untuk dizakatkan kecuali telah mencapai nishab yang telah ditentukan. 
28 
 
 
7. Haul, artinya harta zakat yang telah mencapai nishab harus dalam 
kepemilikan ahlinya sampai 12 bulan Qamariyah.  
  
2.10. Lembaga Pengelola Zakat 
2.10.1. Pengertian Lembaga Pengelola Zakat 
Lembaga pengelola zakat  merupakan suatu lembaga yang bertugas dan 
berfungsi dalam pengelolaan dana zakat, infak/shadaqah. Yang dimaksudkan 
disini adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian yang 
terkait dengan pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan dana zakat. 
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, terdapat dua 
jenis Lembaga Pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga 
Amil Zakat (LAZ) (Suwardi, 2013). 
Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu suatu lembaga pengelola dana zakat 
yang dibentuk oleh sejumlah masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah, 
pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Adapun yang kedua adalah 
Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh 
pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang memiliki 
tugas yang sama seperti halnya dengan LAZ yaitu mengumpulkan, 
mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat sesuai  ketentuan agama 
(Suwardi, 2013). 
 
 
 
 
 
 
29 
 
 
2.10.2. Asas-Asas Lembaga Pengelola Zakat 
Suatu lembaga harus memiliki asas yang menjadi dasar dalam 
kinerjanya, begitu juga dengan lembaga pengelola zakat. Telah dijelaskan dalam 
UU No. 23 Tahun 2011, bahwa asas-asas lembaga pengelola zakat adalah: 
1. Syariat Islam, yaitu dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga 
pengelola zakat diwajibkan untuk selalu menggunakan dasar syariat Islam, 
yaitu dalam hal tata cara pendistribusian zakat. 
2. Amanah, yaitu suatu lembaga pengelola zakat diharuskan menjadi lembaga 
yang dapat dipercaya oleh masyarakat, hal ini dikarenakan lembaga 
pengelola zakat mendapat titipan sumbangan dana yang berasal dari muzaki 
yang tujuannya adalah untuk disalurkan kepada mustahiq. 
3. Kemanfaatan, yaitu lembaga pengelola zakat harus mampu memberikan 
manfaat bagi mustahiq. 
4. Keadilan, yaitu dalam hal mendistribusikan zakat, lembaga pengelola zakat 
harus mampu bersikap adil. 
5. Akuntabilitas, yaitu sebuah lembaga pengelola zakat harus mampu 
mempertanggungjawabkan dana zakatnya kepada masyarakat dan pihak-
pihak yang terkait sehingga masyarakat juga mudah mengakses hal-hal yang 
terkait dengan zakat kapan saja serta lembaga pengelola zakat juga mampu 
mempertanggungjawabkan dana zakatnya kepada Allah SWT. 
Lembaga pengelola zakat seharusnya memiliki program-program 
unggulan yang bertujuan untuk mensejahterakan mustahiqnya. Program-
program yang ada dalam penyaluran dana zakat juga harus benar-benar sesuai 
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dengan kebutuhan mustahiq saat ini, dan memiliki nilai manfaat bagi mustahiq. 
Lembaga pengelola zakat juga harus bersikap responsif terhadap kebutuhan 
mustahiq dan muzaki. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian 
Waktu penelitian adalah waktu yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan 
penelitian yaitu dimulai dari penyusunan proposal penelitian sampai pada 
menyusun laporan hasil penelelitian. Penelitian ini dimulai pada tanggal 12 
November 2017. Dan dilaksanakan di Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng 
yang beralamat di Ruko Pasar Raya Gentan, Jl. Rajawali, Ngebrak, Baki, 
Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. 
 
3.2. Jenis Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan 
melakukan pendekatan studi kasus yaitu melakukan pengamatan secara langsung 
kepada obyek yang akan diteliti yang bertujuan untuk mendapatkan data yang 
relevan. Jenis penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang mengarahkan 
peneliti untuk mendapat informasi sosial yang diteliti secara menyeluruh, rinci, 
dan mendalam (Sugiyono, 2015).  
 Menurut Kuncoro (2013) penelitian kualitatif adalah proses pengumpulan 
data untuk memperoleh sumber yang lengkap dan akurat dari suatu kondisi. 
Jenis penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti 
obyek yang alamiah, pengambilan sampel data dilakukan berdasarkan purposive 
sampling, teknik pengumpulan data menggunakan gabungan, analisis datanya 
bersifat induktif, dan hasil penelitiannya menekankan pada makna (Sugiyono, 
2015). 
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 Penelitian ini menggunakan teknik penelitian studi kasus yang ada pada 
akuntabilitas pengelolaan zakat Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng. Teknik 
penelitian studi kasus menggambarkan secara rinci mengenai obyek yang diteliti 
dalam kurun waktu tertentu secara mendalam dan menyeluruh meliputi 
lingkungan dan masa lalu perusahaan. Penelitian dengan teknik ini lebih fokus 
pada suatu obyek penelitian. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk 
meneliti, menganalisa kemudian memahami dan menjelaskan perlakuan 
akuntansi zakat yang ada pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng. 
   
3.3. Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel 
3.3.1. Sampel 
 Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi dikarenakan 
penelitian kualitatif dimulai dengan kasus tertentu pada kondisi sosial dan akan 
dikirim pada tempat lain yang memiliki kesamaan kondisi sosial. Sampel pada 
penelitian kualitatif disebut dengan narasumber atau partisipan. Sampel yang ada 
dalam penelitian ini dipilih dengan cara purposive yaitu dipilih dengan 
pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2015). Pada Lembaga Amil Zakat 
Al-Azhar Jateng peneliti mengambil dua sampel, yaitu pada bagian supervisor 
keuangan dan kelembagaan dan kepala perwakilan. Peneliti mengambil dua 
sampel tersebut dikarenakan bagian tersebut adalah bagian yang lebih 
memahami terkait perlakuan akuntansi zakat yang ada pada Lembaga Amil 
Zakat Al-Azhar Jateng. 
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3.3.2. Teknik Pengambilan Sampel  
 Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel yaitu metode 
purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan 
tertentu (Sugiyono, 2015). Pada penelitian ini, peneliti memilih sampel 
(informan) dengan melakukan pertimbangan tertentu, hal ini dikarenakan fungsi 
yang dipilih menjadi sampel (informan) adalah fungsi yang berhubungan 
langsung dan lebih memahami terkait perlakuan akuntansi zakat yang ada pada 
Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng. 
 
3.4. Data dan Sumber Data 
Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data 
primer dan data sekunder. 
3.4.1. Data Primer 
Menurut Kuncoro (2013) data primer merupakan data yang dikumpulkan 
dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu. Dan data yang diperoleh secara 
langsung dari responden yang berupa wawancara di lokasi penelitian atau obyek 
penelitian. Dalam hal ini penelitian ini akan melakukan wawancara kepada dua 
sumber. Yang pertama adalah melakukan wawancara kepada informan (sampel) 
utama yaitu supervisor keuangan dan kelembagaan yang ada pada Lembaga 
Amil Zakat Al-Azhar Jateng. Sedangkan informan (sampel) pendukung yaitu 
kepala perwakilan yang terkait dalam perlakuan akuntansi pada Lembaga Amil 
Zakat Al-Azhar Jateng. 
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3.4.2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak 
langsung berupa dokumen yang dipublikasikan maupun dokumen yang tidak 
dipublikasikan (Kuncoro, 2013). Dokumen-dokumen itu berupa laporan 
keuangan, laporan program kerja, dan  referensi buku-buku serta jurnal-jurnal 
yang relevan. 
 
3.5. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 
dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh 
dari dokumen-dokumen lembaga zakat. Lalu data tersebut diolah dan dianalisis 
oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi zakat yang ada 
pada Lembaga Zakat Al-Azhar Jateng. 
 Penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai 
berikut: 
3.5.1. Observasi  
Pengamatan atau observasi yang dilakukan peneliti adalah jenis observasi 
terus terang, yaitu dalam mengumpulkan data peneliti berterus terang secara 
langsung kepada lembaga yang dijadikan obyek penelitian bahwa peneliti 
tersebut sedang melakukan penelitian (Sugiyono, 2015). Observasi yang 
dilakukan peneliti mengenai informasi perlakuan akuntansi zakat yang ada pada 
Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng. 
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3.5.2. Wawancara 
 Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara semiterstruktur. 
Tujuan dari wawancara semiterstruktur adalah untuk menemukan permasalahan-
permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak-pihak yang akan diajak 
wawancara dapat dimintai pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan 
wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang 
dijelaskan oleh informan (sampel).  
Penelitian ini akan dilakukan wawancara kepada dua informan (sampel) 
yaitu informan (sampel) kunci yaitu supervisor keuangan dan kelembagaan 
Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng. Dan informan (sampel) kedua yaitu 
informan pendukung, yaitu kepala perwakilan Lembaga Amil Zakat Al-Azhar 
Jateng (Sugiyono, 2016).  
 
3.5.3. Dokumen 
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi 
dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 
wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi dan 
wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung oleh sejarah 
lembaga tersebut. Dalam hal ini dokumen yang dibutuhkan adalah laporan 
keuangan Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng (Sugiyono, 2016).  
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3.6. Teknik Analisis Data 
Proses dalam menganalisis data dimulai dengan membaca kembali 
keseluruhan data yang telah diperoleh baik melalui wawancara dan pengamatan 
maupun dokumen, gambar, dan foto-foto. Kemudian, peneliti mengkategorikan 
data yang telah diperoleh berdasarkan pendekatan yang digunakan. Data yang 
diperoleh dikasifikasikan kembali apakah data yang didapat berhubungan 
dengan judul. Kemudian membandingkan data tersebut dengan melihat pada 
pendekatan yang digunakan. 
Karena peneliti menggunakan pendekatan kualitatif maka teknik analisanya 
adalah analisa kualitatif deskriptif yaitu peneliti mencoba mendeskripsikan 
kesesuaian perlakuan akuntansi zakat yang ada pada Lembaga Amil Zakat Al-
Azhar Jateng. 
 
3.6.1. Triangulasi Sumber 
Menurut Sugiyono (2015), “Triangulasi sumber digunakan untuk menguji 
kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui 
beberapa sumber.” 
     Gambar 3.1 
     Sumber Data 
  
  
 
Sumber: Sugiyono (2015) 
Keuangan&Kelembagaan             Manajer 
 
          Devisi-Devisi 
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3.6.2. Triangulasi Teknik 
Menurut Sugiyono (2015), “Triangulasi teknik digunakan untuk menguji 
kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber atau yang 
sama dengan teknik yang berbeda.” 
    Gambar 3.2 
Triangulasi Teknik 
  
 
 
Sumber: Sugiyono (2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wawancara            Observasi 
 
  Dokumen 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
3.1.Gambaran Umum Penelitian 
3.1.1. Gambaran Umum Informan 
Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng, bagian 
yang terkait tentang perlakuan akuntansi zakat adalah supervisor keuangan dan 
kelembagaan dan kepala perwakilan Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng. 
Berikut daftar responden dalam penelitian ini: 
Tabel 4.1 
Daftar Informan  
Jabatan Uraian Tugas 
Supervisor Keuangan 
dan Kelembagaan 
Kelembagaan: mengurus absen, keperluan-keperluan 
yang diperlukan, tata tertib, surat-menyurat, 
mengurusi inventaris kantor. 
Keuangan: membuat laporan keuangan ke pusat, mulai 
dari total penerimaan, sampai pembagian dana yang 
akan disalurkan ke mustahiq. 
Kepala Perwakilan Bertanggungjawab menyeluruh keseluruh Jawa 
Tengah, memperluas hubungan dengan mitra se- Jawa 
Tengah. 
Sumber: Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng 
3.1.2. Gambaran Lembaga Amil Zakat Al-Azhar 
Lembaga Amil Zakat Al Azhar Pedui Ummat (selanjutnya disebut 
Lembaga Zakat Al Azhar) adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Yayasan 
Pesantren Islam Al Azhar yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat 
dhuafa melalui optimalisasi dana Zakat, Infaq, Sedekah dan dana sosial lain 
yang dibenarkan oleh syariat agama dan sumber daya yang ada di masyarakat 
dan bukan berorientasi pada pengumpulan profit bagi pengurus organisasi. 
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Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Ummat dibentuk oleh Badan Pengurus 
YPI Al Azhar pada 1 Desember 2004 melalui SK Nomor 079/XII/KEP/BP-
YPIA/1425.2004 yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pengurus YPI Al Azhar 
H. Rusydi Hamka dan sekretaris H. Nasroul Hamzah dan telah mendapat 
pengukuhan sebagai Lembaga Zakat Skala Nasional oleh Kementrian Agama 
Republik Indonesia melalui SK Menteri Agama RI Nomor 240 tahun 2016 
Tanggal 23 Mei 2016. 
 
3.1.3. Visi, Misi, dan Karakter Lembaga 
1. Visi 
Menjadi Lembaga Amil Zakat yang terpercaya dalam pengelolaan dana 
Zakat, Infaq, Sedekah untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat. 
2. Misi 
a. Mengembangkan edukasi Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf dan layanan 
berkarakter berbasis teknologi. 
b. Mengembangkan program yang komprehensif, terukur, dan berkelanjutan 
untuk mendorong keberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal. 
c. Meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga melalui penguatan sistem dan 
manajemen yang didukung oleh Sumber Daya Insani yang profesional. 
d. Membangun Kemitraan Berkelanjutan (Sustainable Partnership)  dengan 
kalangan ABCG (Academic, Business, Civil Society, Goverment) dalam 
pelaksanaan program. 
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3. Karakter Lembaga 
Sebagai lembaga yang melayani ibadah sekaligus mengelola dana, LAZ Al 
Azhar memiliki budaya lembaga yanng berfungsi sebagai jatidiri dan spirit 
kerja yang terangkum dalam 5 (lima) sikap yang disebut UMMAT: 
a. U: UNIVERSAL 
Melayani sepenuh hati pada seluruh aspek kehidupan umat manusia 
yang berlaku di setiap tempat dan masa sebagai implementasi nilai-nilai 
Islam yang rahmatan lil ‘alamin. 
b. M: MANFAAT 
Selalu berupaya memberikan manfaat kepada orang lain. 
c. M: MARTABAT 
Menjunjung tinggi harga diri amil, muzakki, dan penerima manfaat. 
d. A: AMANAH 
Penuh rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan melayani 
umat. 
e. T: TABLIGH  
Mendidik, mencerahkan, membina, dan memotivasi diri dan masyarakat 
untuk menjadi lebih baik. 
 
3.1.4. Program Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng 
1. Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Program terintegrasi yang berfokus kepada masyarakat desa dan dhuafa 
dengan mensinergikan semangat sosial unsur Academic, Bussines, Civil 
Society & Government (ABCG), melalui formulasi dana zakat, infaq dan dana 
41 
 
 
sosial kemasyarakatan lainnya. Setidaknya 38 desa pada 11 provinsi, dengan 
26.072 keluarga penerima manfaat, telah mampu mewujudkan kemandirian 
pangan, kemandirian pupuk organik, pelestari hutan dan lingkungan, 
mengurangi kematian bayi dan ibu melahirkan serta memberikan akses 
pengetahuan masyarakat desa melalui mendampingan yang berkesinambungan 
oleh Da’i sahabat masyarakat (Dasamas). Zakat dan infaq telah terbukti 
mengentaskann ribuan keluarga miskin dan meningkatkan keberdayaan 
masyarakat desa. 
2. Pengentasan Pengangguran Usia Profuktif 
Rumah Gemilang Indonesia (RGI) yang menjadi pusat pemberdayaan 
pemuda usia produktif sebagai upaya menanggulangi pengangguran di 
Indonesia telah berhasil mengentaskan 1.570 orang hamper dari seluruh 
wilayah di Indonesia, kini telah berpenghasilan dari kerja dan usaha yang 
mereka dapatkan berbekal ilmu, keterampilan, dan semangat kuat dari RGI. 
Zakat dan infaq telah terbukti mengentaskan ribuan pengangguran usia 
produktif. 
3. Pemberdayaan Ekonomi, Infrastruktur dan Konservasi Lingkungan 
 Sejuta berdaya solusi dalam pemberdayaan ekonomi non ribawi, 
berkah, dan berkelanjutan, lebih dari 400 Kepala Keluarga dan 18 KSM yang 
tersebar di seluruh wilayah Indonesia telah berdaya melalui pendampingan 
yang kuat pembekalan pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta 
memberikan informasi akses pasar secara bijak. Didukung sengan 
pembangunan infrastruktur (jalan, sarana pendidikan dan tempat peribadahan) 
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dan upaya konservasi lingkungan, merupakan target antara dalam 
mewujudkan peningkatan produkivitas masyarakat serta upaya menajaga 
planet bumi ini tetap terkendali. Infaq dan sedekah telah terbukti 
membebaskan ribuan keluarga dari jeratan riba, meningkatkan kesejahteraan 
petani dan pengadaan infrastruktur yang ramah lingkungan. 
4. Memperbaiki Kondisi Kehidupan Yatim dan Dhuafa 
 Program komprehensif dalam upaya memperbaiki dan memuliakan 
kehidupan anak-anak yatim dhuafa dalam sektor Kesehatan (Health)¸ 
Pendidikan (Education), Keagamaan (Religion), Aneka penghargaan 
(Apreciation), dan Pengembangan Bakat potensi yatim (Talent Support) yang 
dikemas dalam myHEART for Yatim. Infaq terbukti telah membantu 
memberikan hak-hak hidup dasar anak yatim dhuafa yang layak seperti 
halnya anak sendiri. 
5. Penanggulangan Bencana dan Jaringan Relawan 
 Bencana bukan sekedar tragedy tetapi juga merupakan pemicu 
kemiskinan tercepat. FORMULA (Food, Religion, Livelihood, Aid), program 
khusus penanggulangan bencana yang meliputi formulasi penting mulai dari 
tahap tanggap darurat, penanganan pengungsi, upaya penyelamatan korban 
bencana dilanjutkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar mereka hinga upaya 
mengembalikan kondisi mereka pasca bencana bisa lebih baik. Infaq terbukti 
telah membantu ribuan korban bencana dalam menghadapi musibah hingga 
pulih kembali seperti kondisi sebelumnya melalui Darmabakti ribuan relawan 
yang tersebar di seluruh Indonesia. 
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3.1.5. Struktur Organisasi 
Gambar 4.1 
Struktur Organisasi LAZ Al-Azhar Jateng 
 
 
Sumber: Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng 
 
3.2. Hasil Penelitian 
3.2.1. Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi 
Zakat pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng 
Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng dalam hal pencatatan transaksi dan 
kegiatan pencatatan akuntansi zakatnya dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Karakteristik 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Fadhilah sebagai 
supervisor keuangan dan kelembagaan Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng dan 
bapak Subagyo selaku kepala perwakilan Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng 
menjelaskan bahwa karakteristik zakat apabila dilihat dari tata kelola yang baik 
yaitu yang memiliki sistem administrasi yang tertib dan harus bersifat transparan 
serta dana yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders, 
muzaki serta masyarakat luas.  
Sedangkan prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan pada sebuah 
lembaga agar dikatakan memiliki tata kelola yang baik adalah yang sesuai dengan 
aturan yang berlaku, yaitu lembaga tersebut harus menerapkan aturan-aturan yang 
telah disesuaikan dalam Al-Qur’an dan Hadist serta sesuai dengan PSAK No. 109 
tentang akuntansi zakat. Ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang zakat yaitu 
terdapat dalam Surat At-Taubah ayat 60 tentang pembagian zakat untuk 8 asnaf  
yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, dan ibn sabil serta 
ayat 103 tentang keutamaan berzakat. 
2. Pengakuan Awal 
 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Fadhilah sebagai 
supervisor keuangan dan kelembagaan Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng dan 
bapak Subagyo selaku kepala perwakilan Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng 
menjelaskan bahwa pengakuan awal adalah dalam Lembaga Amil Zakat Al-Azhar 
Jateng menerapkan cash basic yaitu proses pencatatan transaksi dimana transaksi 
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akan dicatat pada saat menerima kas. Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng tidak 
akan mencatat dana zakat apabila dana tersebut belum diterima oleh lembaga. 
  Sebagai contoh ilustrasi yang digambarkan oleh bapak Subagyo selaku 
kepala perwakilan Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng yaitu 
Apabila ada muzaki yang akan berzakat sebesar 100 juta tetapi uangnya 
dan belum diserahkan ke lembaga, dan baru diserahkan satu bulan 
kedepan, maka itu tidak boleh dicatat terlebih dahulu. Apabila dana sudah 
diserahkan ke lembaga maka baru boleh dicatat. 
 
  Sedangkan untuk dana zakat yang diterima muzaki akan diakui sebagai 
penambah dana zakat yaitu apabila dalam bentuk kas sebesar dana yang diterima, 
dan apabila dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar non kas tersebut yaitu 
dengan cara mengukur barang tersebut dengan menggunakan nilai pasar seharga 
barang. Dalam menentukan nilai pasar, dari pihak lembaga tidak merasa kesulitan 
dikarenakan barang-barang yang diberikan muzaki sudah sesuai dengan harga 
pasar yang ada. 
  Sebagai contoh ilustrasi yang digambarkan oleh bapak Subagyo selaku 
kepala perwakilan Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng yaitu 
Apabila ada muzaki yang akan menunaikan zakat atau berinfaq dalam 
bentuk aset non kas, semisal beras, pakaian bekas, sajadah, atau yang 
lainnya, maka Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng akan menominalkan 
barang-barang tersebut sesuai dengan harga pasar yang ada. 
 
  Sedangkan apabila zakat yang diterima oleh lembaga akan diakui sebagai 
dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil yaitu 
presentase dana untuk amil sebesar 12,5%. Sedangkan dana zakat untuk bagian 
non amil sebesar 12,5% dari masing-masing asnaf atau 1/8. Pembagian ini 
berdasarkan surat At-Taubah ayat 60 yang sesuai untuk 8 asnaf .  
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  Kemudian masih terkait tentang pengakuan awal, muzaki menentukan 
mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat 
yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Apabila muzaki telah 
menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat yaitu melalui amil, 
maka amil mendapatkan ujrah/fee yang akan diakui sebagai penambah dana amil 
yaitu dalam hal penyaluran dananya harus disesuaikan dengan akad yang 
disampaikan di awal perjanjian. Jadi dana yang sudah ditetapkan oleh muzaki 
untuk disalurkan kepada mustahiq, maka amil tidak berani mengambil dana yang 
bukan haknya untuk dimasukkan ke dana amil. 
  Sebagai ilustrasi yang digambarkan oleh bapak Subagyo selaku kepala 
perwakilan Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng yaitu 
Ada seorang muzaki yang datang ke lembaga kemudian memberikan uang 
100 juta kepada lembaga untuk membangunkan pesantren. Uang 100 juta 
tersebut murni untuk membangun pesantren. Dari pihak lembaga tidak 
berhak untuk mengambil dana yang sudah ditetapkan diawal perjanjian 
tersebut, kecuali apabila muzaki mengatakan bahwa uang tersebut untuk 
dibagi dengan amil. Hal ini dinamakan dana muqoyat. 
 
3. Pengukuran setelah pengakuan awal 
  Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Fadhilah sebagai 
supervisor keuangan dan kelembagaan Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng dan 
bapak Subagyo selaku kepala perwakilan Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng 
menjelaskan bahwa pengukuran setelah pengakuan awal adalah apabila terjadi 
penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus 
diberlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung 
dari sebab terjadinya kerugian tersebut. 
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  Sebagai contoh ilustrasi yang digambarkan oleh ibu Fadhilah selaku 
supervisor keuangan dan kelembagaan Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng 
bahwa 
Apabila muzaki memberikan dana sejumlah  12 juta kepada amil untuk 
disalurkan kepada mustahiq namun ternyata pada saat penyaluran dana 
tersebut tidak sesuai dengan di awal yaitu  12 juta, maka hal tersebut 
ditanggung oleh amil, karena dana tersebut masih dikelola oleh amil. 
Sedangkan apabila di awal perjanjian muzaki ingin memberikan dana 
sejumlah  12 juta tetapi dana yang diserahkan kepada amil sebesar 9 juta, 
maka muzaki yang menanggung kekurangan dana tersebut. 
 
4. Penyaluran Zakat 
  Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Fadhilah sebagai 
supervisor keuangan dan kelembagaan Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng dan 
bapak Subagyo selaku kepala perwakilan Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng 
menjelaskan bahwa penyaluran zakat adalah penyaluran dana zakat yang 
disalurkan kepada mustahiq itu kemudian dicatat sebagai pengurang dana zakat 
apabila dana tersebut sudah diterima oleh mustahiq. Apabila dana masih dikelola 
oleh Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng, maka hal tersebut belum dicatat 
sebagai pengurang dana zakat. 
  Sebagai contoh ilustrasi yang digambarkan oleh ibu Fadhilah selaku 
supervisor keuangan dan kelembagaan Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng 
bahwa  
Apabila lembaga akan menyalurkan dana kepada mustahiq sebesar  12 juta 
maka dana tersebut tidak akan dicatat sebelum dana tersebut sudah 
diterima oleh mustahiq. Apabila dana masih dikelola/dipegang oleh 
lembaga maka dana tersebut belum dapat dicatat sebagai penyaluran dana 
zakat. 
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5. Penyajian Zakat 
  Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Fadhilah sebagai 
supervisor keuangan dan kelembagaan Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng dan 
bapak Subagyo selaku kepala perwakilan Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng 
menjelaskan bahwa penyajian zakat adalah dana zakat yang disajikan dalam 
laporan keuangan disajikan secara terpisah, baik antara dana zakat, dana 
infak/shadaqah, dana amil, dan dana nonhalal disajikan secara terpisah dalam 
neraca (laporan keuangan).  
  Dijelaskan dalam PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, bahwa didalam 
laporan keuangan, dana zakat, dana infak/shadaqah, dana amil, dan dana non halal 
harus disajikan secara terpisah. Agar pihak-pihak yang pihak-pihak yang 
memerlukan laporan keuangan tersebut dapat dengan mudah memahami isi dari 
laporan keuangan. Yaitu sebagai contoh dana non halal itu berasal dari semua 
penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain jasa 
giro, bunga yang berasal dari bank konvensional dan lain-lain. Penerimaan non 
halal diakui sebagai dana non halal yang terpisah dari dana zakat, dana 
infak/shadaqah dan dana amil. 
6. Pengungkapan Zakat 
  Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Fadhilah sebagai supervisor 
keuangan dan kelembagaan Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng dan bapak 
Subagyo selaku kepala perwakilan Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng 
menjelaskan bahwa pengungkapan zakat adalah dalam laporan keuangan yang ada 
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pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng, dana zakat, dana infak/sedekah, dana 
amil, dana nonhalal sudah diungkapkan. 
  Pengungkapan dana zakat tidak hanya tentang dana zakat, dana 
infak/sedekah, dana amil, dana non halal saja. Tetapi terkait tentang kebijakan 
pembagian dana non amil atas penerimaan zakat, seperti presentase pembagian 
dan konsistensi. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan 
zakat non kas. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah 
beban pengelolaan juga diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, agar 
pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami dengan mudah isi dari laporan 
keuangan tersebut. 
 
1.3.Pembahasan 
Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat tidak dapat menganggap remeh 
terkait tentang akuntabilitas dana zakat. Akuntabilitas merupakan suatu hal yang 
kerap dituntut oleh masyarakat atau muzaki dari sebuah lembaga publik. 
Masyarakat atau muzaki merasa perlu mengetahui dana zakat dan kinerja 
lembaga publik tersebut, bahwa dana yang masyarakat atau muzaki serahkan 
telah digunakan secara benar atau tidak. 
Suatu lembaga publik, baik Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil 
Zakat harus memiliki akuntabilitas yang tinggi, karena akuntabilitas merupakan 
bentuk pertanggungjawaban pemegang amanah (agent) kepada pemberi amanah 
(principal) dalam bentuk menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala 
aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungannya (Mardiasmo, 2009).  
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Untuk itu, suatu lembaga zakat haruslah bersifat transparan, akuntabel dan 
sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dalam hal pengelolaan 
dana zakatnya. Dengan adanya transpransi, akuntabel dan sesuai dengan PSAK 
maka dalam pengelolaan dana zakatnya, dapat menciptakan suatu sistem 
administrasi dan tata kelola lembaga yang baik, sehingga rasa curiga dan 
ketidakpercayaan muzaki untuk membayarkan zakatnya kepada lembaga zakat 
dapat diminimalisir.  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Lembaga Amil Zakat Al-Azhar 
Jateng, akuntabilitas pengelolaan zakat berdasarkan PSAK No. 109 tentang 
akuntansi zakat yaitu: 
 
1.3.1. Karakteristik 
Sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, karakteristik zakat 
adalah zakat yang diterima oleh amil dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip 
syariah dan tata kelola yang baik.  
Berdasarkan hasil implementasi perlakuan akuntansi zakat yang diterapkan 
di Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng bahwa dalam aspek karakteristik zakat, 
Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng sudah sesuai, hal ini bisa dilihat 
berdasarkan tata kelola yang baik yaitu sebuah lembaga harus memiliki sistem 
administrasi yang tertib. Dikarenakan dana yang dikelola adalah dana yang 
berasal dari umat, maka sebuah lembaga publik harus bersifat transparan dan 
akuntabel.  
Transparan dan akuntabel yang dimaksud disini adalah dengan membuat 
laporan keuangan secara periodik yang akan di laporkan ke kantor pusat 
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kemudian di publikasikan. Sebelum di publikasikan, laporan keuangan diaudit 
terlebih dahulu oleh akuntan publik. Sehingga dana yang dikelola dapat 
dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti 
stakeholders, muzaki, serta masyarakat luas. 
Sedangkan apabila dilihat dari prinsip-prinsip syariah, Lembaga Amil 
Zakat Al-Azhar Jateng sudah sesuai. Hal ini dikarenakan sebuah lembaga agar 
dapat dikatakan memiliki tata kelola yang baik yaitu sebuah lembaga harus 
menerapkan aturan yang berlaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah 
yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadist serta sesuai dengan PSAK No. 109 
tentang akuntansi zakat.  
Ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang zakat terdapat dalam Surat At-
Taubah ayat 60 yang berisi tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat. 
Serta PSAK No.  109 tentang akuntansi zakat yang bertujuan untuk mengatur 
pengakuan, penyajian, dan pengungkapan transaki zakat serta 
pertanggungjawaban dari laporan keuangan tersebut. 
 
1.3.2. Pengakuan Awal 
Sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, pengakuan awal 
yaitu penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. 
Berdasarkan hasil implementasi perlakuan akuntansi zakat yang diterapkan 
di Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng bahwa dalam pengakuan awal, 
Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng sudah sesuai, hal ini bisa dilihat 
berdasarkan dalam hal penerimaan zakat akan diakui sebagai aset yaitu apabila 
pada saat kas masuk diterima. Dikarenakan di Lembaga Amil Zakat Al-Azhar 
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Jateng menerapkan cash basic maka proses pencatatan transaksi akan dicatat 
pada saat menerima kas, sedangkan biaya diakui pada saat mengeluarkan kas. 
Dalam PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, tetapi masih terkait tentang 
pengakuan awal, dana zakat yang diterima dari muzaki akan diakui sebagai 
penambah dana zakat, apabila dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang 
diterima, dan jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar aset non kas 
tersebut.  
Berdasarkan hasil implementasi perlakuan akuntansi zakat yang diterapkan 
di Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng bahwa dalam aspek pengakuan awal, 
Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng sudah sesuai, hal ini bisa dilihat 
berdasarkan dengan cara mengukurnya menggunakan nilai pasar seharga barang 
tersebut. Dalam menentukan nilai pasarnya, pihak lembaga tidak merasa 
kesulitan dikarenakan barang-barang yang terima sudah sesuai dengan harga 
pasar yang sudah ada. 
Sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, terkait tentang 
pengakuan awal, presentase dana zakat yang diterima oleh lembaga dan diakui 
sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil. 
Berdasarkan hasil implementasi perlakuan akuntansi zakat yang diterapkan 
di Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng bahwa dalam aspek pengakuan awal, 
Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng sudah sesuai, hal ini bisa dilihat 
berdasarkan presentase dana yang diterima untuk bagian amil yaitu sebesar  
12,5% atau  1/8. Sedangkan untuk bagian dana non amil sebesar  12,5% atau  
1/8 dari masing-masing asnaf. Pembagian ini disesuaikan dengan aturan yang 
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berlaku yaitu terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60 yaitu 8 golongan yang 
berhak menerima zakat.  
Jumlah dana yang diterima Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng lebih 
banyak berasal dari zakat, infak/sedekah, kemudian CSR, karena lembaga 
melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan, maka kebanyakan dana 
diperoleh dari itu.  Dana yang diperoleh dari CSR sebesar 20% dari biaya 
operasionalnya, dan infak sedekah sebesar 15% dari biaya oerasionalnya. 
Sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, tetapi masih terkait 
tentang pengakuan awal, muzaki menentukan mustahiq yang harus menerima 
penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui 
sebagai dana zakat. Apabila muzaki telah menentukan mustahiq yang harus 
menerima penyaluran zakat yaitu melalui amil, maka amil mendapatkan 
ujrah/fee dan diakui sebagai penambah dana amil.  
Berdasarkan hasil implementasi perlakuan akuntansi zakat yang diterapkan 
di Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng bahwa dalam aspek pengakuan awal, 
Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng sudah sesuai, hal ini bisa dilihat 
berdasarkan dalam hal penyaluran dananya harus disesuaikan dengan akad yang 
disampaikan di awal perjanjian. Apabila nominal dananya sudah ditetapkan oleh 
muzaki maka amil tidak berhak mengambil uang tersebut untuk bagiannya. 
 
1.3.3. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal 
Sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, apabila terjadi 
penurunan nilai aset zakat non kas, jumlah kerugian yang ditanggung harus 
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diberlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil 
tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.  
Berdasarkan hasil implementasi perlakuan akuntansi zakat yang diterapkan 
di Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng bahwa dalam aspek pengukuran 
setelah pengakuan awal, Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng sudah sesuai, hal 
ini bisa dilihat berdasarkan apabila terjadi penurunan nilai aset zakat atau 
kerugian itu disebabkan oleh amil, maka amil harus menanggung resiko atas 
perbuatannya yaitu dengan cara mengurangi dana amil.  
Namun apabila penurunan nilai aset zakat atau kerugian itu berasal dari 
bencana atau musibah yang tidak bisa dihindari, maka itu dicatat sebagai 
pengurang dana zakat. Namun hal tersebut harus dilihat terlebih dahulu 
kronologi kejadiannya, dilakukan investigasi terlebih dulu. Apakah penurunan 
nilai aset zakat tersebut murni dari kesalahan amilnya atau karena  bencana yang 
tidak dapat dapat dihindari. 
 
1.3.4. Penyaluran Zakat 
Sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, zakat yang 
disalurkan kepada mustahiq sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk 
kas jumlah tercatat jika dalam bentuk aset non kas. Jadi penyaluran dana zakat 
akan diakui oleh amil pada saat dana tersebut sudah diterima mustahiq. Apabila 
dana masih dikelola oleh amil/lembaga maka dianggap bukan penyaluran zakat. 
Berdasarkan hasil implementasi perlakuan akuntansi zakat yang diterapkan 
di Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng bahwa dalam aspek penyaluran zakat, 
Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng sudah sesuai, hal ini bisa dilihat 
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berdasarkan penyaluran dana zakat yang disalurkan kepada mustahiq itu 
kemudian dicatat sebagai pengurang dana zakat apabila dana tersebut sudah 
diterima oleh mustahiq. Apabila dana masih dikelola oleh Lembaga Amil Zakat 
Al-Azhar Jateng, maka hal tersebut belum dicatat sebagai pengurang dana zakat. 
Hal ini juga sejalan dengan pengakuan awal tadi bahwa Lembaga Al Zakat 
Al-Azhar Jateng menggunakan cash basic maka proses pencatatan transaksi 
akan dicatat apabila menerima kas dan biaya akan diakui pada saat 
mengeluarkan kas. Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng belum mencatat dana 
zakat apabila dana tersebut belum diterima oleh lembaga. Begitupun sebaliknya, 
lembaga tidak akan mencatat apabila dana zakat tersebut belum dikeluarkan 
untuk penyaluran zakat kepada mustahiq.  
Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng menerima uang/barang kemudian 
baru dicatat. Begitupun dengan penyaluran, ketika lembaga sudah menyalurkan 
dananya dan uang/barang sudah diterima oleh mustahiq, maka baru catat. 
Selama dana masih dikelola/dipegang oleh lembaga maka belum catat. 
 
1.3.5. Penyajian Zakat 
Sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, amil menyajikan 
dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana nonhalal secara terpisah dalam 
neraca. Berdasarkan hasil implementasi perlakuan akuntansi zakat yang 
diterapkan di Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng bahwa dalam aspek 
penyajian zakat, Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng sudah sesuai, hal ini bisa 
dilihat berdasarkan didalam laporan keuangan dana zakat, dana infak/shadaqah, 
dana amil, dan dana non halal harus disajikan secara terpisah.  
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Agar pihak-pihak yang berkepentingan atau pihak-pihak yang memerlukan 
laporan keuangan tersebut dapat dengan mudah memahami isi dari laporan 
keuangan tersebut. Yaitu sebagai contoh dana non halal itu berasal dari semua 
penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain 
jasa giro, bunga yang berasal dari bank konvensional dan lain-lain. Penerimaan 
non halal diakui sebagai dana non halal yang terpisah dari dana zakat, dana 
infak/sedekah dan dana amil. 
 
1.3.6. Pengungkapan Zakat 
Sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, amil harus 
mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak 
terbatas pada kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas, 
penyaluran dan penerima.  
Berdasarkan hasil implementasi perlakuan akuntansi zakat yang diterapkan 
di Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng bahwa dalam aspek pengungkapan 
zakat, Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng sudah sesuai, hal ini bisa dilihat 
berdasarkan laporan keuangan yang ada pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar 
Jateng, dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana non halal, kebijakan 
pembagian dana non amil atas penerimaan zakat, metode penentuan nilai wajar 
yang digunakan untuk penerimaan zakat non kas dan rincian jumlah penyaluran 
dana zakat diungkapkan dalam laporan keuangan.  
Dalam laporan keuangan yang disajikan oleh Lembaga Amil Zakat Al-
Azhar Jateng pihak lembaga  Lembaga hanya menyajikan laporan keuangan 
berupa aset, dana zakat, dan infak/sedekah, dana amil, dana non halal, 
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kewajiban, serta saldo dana. Namun Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng tidak 
menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan. Hal ini memungkinkan pihak-
pihak yang memerlukan laporan keuangan menjadi bingung dan sulit untuk 
memahami isi dari laporan keuangan tersebut. 
Padahal dari setiap perusahaan/lembaga usaha yang ada dan yang memiliki 
laporan keuangan biasanya selalu menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan, 
dimana tujuan dari Catatan Atas Laporan Keuangan tersebut adalah untuk 
menyediakan informasi bagi pengguna laporan keuangan mengenai gambaran 
umum suatu lembaga, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan atas pos-pos 
keuangan. Sehingga mempermudah pengguna laporan keuangan untuk 
melihatnya.  
 
Tabel 4.3 
Perlakuan Akuntansi Zakat  
Berdasarkan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat 
 
Pertanyaan Ya Tidak 
1. Karakteristik   
a. Zakat yang diterima oleh amil dikelola sesuai dengan 
prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.  
√  
2. Pengakuan Awal   
a. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya 
diterima. 
√  
b. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai 
penambah dana zakat yaitu apabila dalam bentuk kas 
maka sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk 
non kas maka sebesar nilai wajar aset non kas tersebut. 
√  
c. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima 
menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak 
tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan 
nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang 
relevan. 
√  
d. Zakat yang diterima oleh diakui sebagai dana amil untuk 
bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil. 
√  
Tabel Berlanjut… 
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Pertanyaan Ya Tidak 
e. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-
masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan 
prinsip syariah dan kebijakan amil. 
√  
f. Jika muzaki menentukan mustahiq yang harus menerima 
penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang 
diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas 
jasa tersebut amil mendapatkan ujrah/fee maka diakui 
sebagai penambah dana amil. 
√  
3. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal   
a. Apabila terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah 
kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai 
pengurang dana zakat atau pengurang dana amil 
tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.  
√  
b. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: pengurang 
dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian 
amil; kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan 
oleh kelalaian amil. 
√  
4. Penyaluran Zakat   
a. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai 
pengurang dana zakat sebesar: jumlah yang diserahkan, 
jika dalam bentuk kas; jumlah tercatat, jika dalam bentuk 
aset nonkas.  
√  
5. Penyajian Zakat   
a. Amil menyajikan dana zakat, dana infak/shadaqah, dana 
amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca 
(laporan posisi keuangan). 
  
6. Pengungkapan Zakat   
a. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait 
dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada 
kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala 
prioritas penyaluran, dan penerima. 
  
b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil 
atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, 
alasan, dan konsistensi kebijakan. 
  
c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk 
penerimaan zakat berupa aset nonkas. 
  
d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup 
jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima 
langsung mustahiq. 
  
e. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan, presentase dari 
aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama 
periode. 
  
 
Lanjutan tabel 4.3 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
Implementasi perlakuan akuntansi  zakat di Lembaga Amil Zakat Al-Azhar 
Jateng sudah sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat. Namun 
Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng belum menyajikan Catatan Atas Laporan 
Keuangan yang menyediakan informasi bagi para pengguna laporan keuangan 
mengenai gambaran umum lembaga, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan 
atas pos-pos keuangan. Sehingga dengan disajikannya Catatan Atas Laporan 
Keuangan dapat memudahkan pengguna laporan keuangan dalam memperoleh 
informasi. 
 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus pada penelitian mengenai 
PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat. Keterbatasan yang ada dalam penelitian 
ini adalah terbatasnya dalam pengumpulan data. Hasil pengumpulan perolehan 
data yang diharapkan peneliti belum maksimal berkaitan dengan kebijakan 
lembaga, terkait dengan rahasia lembaga. 
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5.3. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas maka penulis 
memberikan saran antara lain: 
1. Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jateng sebaiknya mampu menyajikan 
Catatan Atas Laporan Keuangan sehingga memudahkan pengguna laporan 
keuangan dalam memperoleh informasi. 
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Transkip Wawancara 1 
Teknik Pengumpulan Data : Wawancara 
Hari, Tanggal : Senin, 9 Juli 2018 
Waktu : 10.00 
Kegiatan : Mencari informasi terkait perlakuan 
akuntansi sesuai PSAK No. 109 tentang 
akuntansi zakat 
Lokasi : Ruko Pasar Raya Gentan, Jl. Rajawali, 
Ngebrak, Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah.  
Sumber Data : Primer 
Peneliti : Niimma Fauzia Putri Rosidi 
Informan : Bp. Subagyo, S.E., M.Si 
 
Deskripsi Wawancara: 
 Peneliti : Yang pertama yaitu tentang karakteristiknya. Zakat yang 
diterima oleh amil dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip 
syariah dan tata kelola yang baik. Nah tata kelola yang 
seperti apa agar dapat dikatakan baik itu? 
Informan : Kalau tata kelola yang baik itu tentunya harus transparan. 
Itu sudah pasti ya? Karena ini dana umat. Transparannya 
bagaimana? Ya kami secara periodik selalu membuat 
laporan ke pusat kemudian di publikasikan. Sebelum di 
publikasikan, laporan keuangan itu diaudit dulu oleh 
akuntan publik jadi kita sudah transparan sekali dan bisa 
dipertanggungjawabkan. Yang pasti utamanya itu, dapat 
dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya oleh semua 
yaitu oleh stakeholders, dan masyarakat, karena ini kan 
dana umat. Begitu ya, sederhananya begitu.  
Peneliti : Prinsip-prinsip syariah yang seperti apa yang diterapkan 
pada sebuah lembaga khususnya di LAZ Al-Azhar sendiri 
agar lembaga itu dapat dikatakan memiliki tata keola yang 
baik? 
Informan : Secara syar’i. ya semua harus secara syar’i. ya tidak 
melanggar aturan yang berlaku. Yang pasti harus sesuai 
dengan yang digariskan. Apa yang diperintahkan oleh 
Allah ya sudah jelas harus ditetapkan. Kecuali kalau bank 
ya yang konvensional itu dibuat secara syariah oleh 
ketentuan nya seperti ini seperti ini, gaboleh ada riba. 
Kalau zakat kan tidak, karena sudah sesuai dengan 
ketentuannya. Contohnya surat At-Taubah ayat 60 itu 
menunjukkan 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Nah 
seperti itu mbak. Sedangkan dasar penarikannya itu juga 
ada dalam surat At-Taubah 103 atau berapa gitu ya, itu 
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juga ada mbak. Kalau yang dibagikan kepada siapanya itu 
ada di surat At-Taubah ayat 60 seperti itu. 
Peneliti :  Nah terkait tentang pengakuan awalnya. Yang pertama 
penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya 
diterima. Bagaimana ilustrasinya pada saat menerima dana 
dari muzaki? 
Informan : Jadi begini sesuai dengan PSAK 109, kita kan lembaga 
amil zakat yang apa apanya itu semua langsung ke pusat. 
Nah dalam pembukuannya itu menganut cash basic bukan 
accrual basic. Apa bedanya? Nah dalam accrual itu belum 
diterima tapi bisa diakui duluan. Contohnya kalau di bank 
itu belum diterima tapi sudah diakui duluan. Tapi zakat itu 
menggunakan cash basic artinya, penerimaan zakat itu 
diakui pada saat kas juga diterima. Misalnya kayak ada 
orang mau zakat 100 juta tapi uangnya masih satu bulan 
trus saya bukukan, nah itu nggak boleh. Jadi kita tidak bisa 
mengakui dulu sebelum uang itu di transfer ke rekening 
kita.  
Peneliti : Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah 
dana zakat yaitu apabila dalam bentuk kas maka sebesar 
jumlah yang diterima, jika dalam bentuk non kas maka 
sebesar nilai wajar aset non kas tersebut. Nah bagaimana 
pengukurannya? 
Informan : Ya menggunakan nilai pasarnya mbak.  
Peneliti : Nah dari dana nonkas itu biasanya berasal dari zakat apa 
pak? 
Informan : Kebanyakan zakat fitrah. Zakat fitrah itu biasanya mereka 
memberikannya dalam bentuk beras. Kemudian 
sumbangan sumbangan bencana alam atau kemanusiaan, 
ada yang pakaian layak pakai, dan sebagainya. Nah kalau 
itu kita perkirakan saja. Nah disini juga ada kebanyakan 
dari zakat maal atau zakat penghasilan. 
Peneliti : Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima 
menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, 
maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar 
lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Nah 
apabila tidak ada nilai wajarnya itu menggunakan apa pak? 
Trus atas dasar apa kenapa menggunakan itu? 
Informan : Kita jarang sih karena semua sudah ada nilai pasarnya. 
Karena barang-barangnya sudah ada nilai pasarnya, ya 
seperti beras. 
Peneliti : Zakat yang diterima oleh lembaga diakui sebagai dana 
amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non 
amil. Nah di LAZ Al-Azhar ini berapa realisasi presentase 
dana bagian amil dan berapa realisasi dana bagian untuk 
non amil? 
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Informan : Jadi zakat itu kan ada 8 asnaf, kalau 8 asnaf itu kan 
masing-masing ya 1/8. Jadi berapa untuk amil ya maksimal 
12,5% itu sudah aturan bakunya seperti itu. Tapi 
kebanyakan justru kami dari zakat, infak, sedekah, 
kemudian CSR karena kerjasama dengan perusahaan, 
maka kami kebanyakan dapatnya dari situ.  Dari CSR 20% 
dari biaya operasionalnya, dan infak sedekah 15% dari 
biaya oerasionalnya. Kalau untuk yang non amil ya sisanya 
itu tadi mbak. 
Peneliti : Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-
masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan 
prinsip syariah dan kebijakan amil. Nah di LAZ Al-Azhar 
itu bagaimana realisasi presentase yang ditetapkan oleh 
amil untuk masing-masing mustahiq? Yang dijelaskan tadi 
ya pak berarti ya? Yang 1/8 tadi ya? 
Informan : Iya sudah jelas tadi ya. Karena kita juga sudah sesuai 
dengan surat At-Taubah 60 tadi sama PSAK juga. Siapa 
yang berhak menerima ya 8 asnaf  itu. Kita lihat 
kepentingannya juga seperti apa. 
Peneliti : Apa landasaran syariah/kebijakan yang digunakan untuk 
menentukan presentase tersebut? 
Informan : Ya Al-Qur’an itu tadi surat At-Taubah ayat 60 tadi itu 
sama PSAK itu aja sudah jelas. 
Peneliti : Muzaki menentukan mustahiq yang harus menerima 
penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang 
diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Apabila 
muzaki telah menentukan mustahiq yang harus menerima 
penyaluran zakat yaitu melalui amil, maka amil 
mendapatkan ujrah/fee dan diakui sebagai penambah dana 
amil. Nah itu ilustrasinya bagaimana pak? 
Informan : Nah kalau seperti itu namanya dana muqoyat. Karena 
sudah ditentukan. Biasanya kalau sudah ditentukan kita 
tidak bisa mengambil dari situ. Karena itu kan jarang ya, 
sedikit yang melakukan itu. Artinya begini, saya punya 
uang 100 juta untuk membangun pesantren. Udah kita 
tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya kalau mau ya biaya 
operasionalnya tapi kan kan itu untuk menggaji 
mandornya, mengontrol itu kan balik kesitu juga. 
Namanya muqoyat itu harus sesuai dengan amanah. 
Peneliti : Besarannya ujrah/fee yang diperoleh oleh amil itu berapa 
pak? 
Informan : Kalau misal muzaki nya ngasih ya kita terima, kalau misal 
nggak ya nggak papa, begitu. Toh kita juga sudah punya 
sumber tadi dari CSR ada, infak sedekah ada, kalau infak 
sedekah itu biasanya berkisar antara 10-15% untuk 
operasionalnya ya. Tapi kalau CSR itu 20%. Kalau zakat 
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itu memang hak amil 12,5% begitu loh. Jadi yang tadi 10, 
15, 20% tadi itu termasuk biaya operasionalnya. Artinya 
sedekah untuk apa? Infak untuk apa? Nanti harus 
dialokasikan sekian sekian untuk biaya operasionalnya. 
Karena kan kalau kita bangun kan harus ada biayanya, nah 
itu harus diperhitungkan. Kemudian orang yang disana kan 
juga harus kita kasih transport juga, nah itu juga kita 
perhitungkan disini. 
Peneliti : Trus terkait tentang pengukuran setelah pengakuan awal. 
Apabila terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, jumlah 
kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai 
pengurang dana zakat atau pengurang dana amil 
tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Nah 
ilustrasinya itu bagaimana pak? 
Informan : Itu kan ada di PSAK ya. Ya itu tergantung. Nanti kan 
tergantung darimananya. Kita investigasi dulu, apakah itu 
berasal dari human error ataukah memang itu suatu 
bencana yang tidak bisa kita hindari. Nah kalau itu human 
error ya itu berarti yang salah manusianya. Kalau itu 
memang dari bencananya ya kita coba pengurang dana 
zakatnya seperti itu. Pokoknya kita investigasi dulu. Tapi 
kita kebetulan belum pernah terjadi.  
Peneliti : Kalau misal pernah terjadi berarti di investigasi dulu 
begitu ya pak ya? 
Informan : Ya di investigasi dulu pokoknya, dilihat dulu bagaimana 
kejadiannya, siapa yang salah seperti itu. Kalau yang salah 
manusianya ya mereka yang harus menanggung resikonya, 
tapi kalau kejadian alam yang tidak bisa dihindari ya sudah 
bagaimana lagi. 
Peneliti : Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: pengurang dana 
zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; 
kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh 
kelalaian amil.  
Informan : Iya tadi itu sudah dijelaskan tadi.  
Peneliti : Trus terkait tentang penyaluran dana zakat. Zakat yang 
disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang 
dana zakat sebesar: jumlah yang diserahkan, jika dalam 
bentuk kas; jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas. 
Jadi penyaluran dana zakat akan diakui oleh amil pada saat 
dana tersebut sudah diterima mustahiq. Apabila dana 
masih dikelola oleh amil/lembaga maka dianggap bukan 
penyaluran zakat. Nah itu bagaimana ilustrasinya? 
Informan : Iya betul. Artinya kan begini, kita kan cash basic. Kita 
menerima uang/barang baru kita buku. Nah penyaluran 
pun sama, begitu kita sudah menyalurkan dan sudah 
diterima oleh mustahiq ya baru kita catat kita bukukan. 
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Begitu juga dengan tunai, kita salurkan dan mereka sudah 
menerima baru kita catat, seperti itu. Selama masih kita 
kelola/kita pegang ya belum kita catat. Itu yang cash basic. 
Kalau yang accrual basic kan bisa ditangguhkan dulu. 
Contohnya dana untuk rohingya 300 juta belum 
dialokasikan tapi sudah dibukukan, memang rekeningnya 
akan muncul kayak titipan untuk rohingya kan begitu, 
begitu disalurkan akan muncul catatannya, modelnya 
kayak cadangan seperti itu. 
Peneliti : Trus terkait penyajian zakatnya itu amil menyajikan dana 
zakat, dana infak/shadaqah, dana amil, dan dana nonhalal 
secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). 
Apakah itu sudah benar-benar dipisahkan ataukah belum? 
Informan : Sudah sudah. Nanti dilihat saja di laporan keuangan yang 
tahunan itu pasti sudah dipisahkan antara dana amil, dana 
zakat, dana infak sedekah trus dana non halal pasti sudah 
dipisah. Karena kita sudah sesuai PSAK dan memang 
aturannya seperti itu. Trus yang terakhir laporan 
keuangannya tahun 2017 itu sudah diaudit oleh akuntan 
publik dan hasilnya wajar tanpa pengecualian.  
Peneliti : Trus terkait dengan pengungkapan zakatnya itu, amil harus 
mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi 
zakat, tetapi tidak terbatas pada kebijakan penyaluran 
zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan 
penerima. Nah hal-hal apa saja yang seharusnya 
diungkapkan? 
Informan : Waduh banyak mbak, saya kurang tau ya karena semua 
tercentral di pusat jadi saya kurang tau. Ya tergantung dari 
kebijakan masing-masing yang ada disitu. Termasuk 
prioritas mana yang harus diutamakan tergantung 
darimana tingkat kebutuhannya/urgentnya. Apalagi ya? 
Banyak mbak. Soalnya saya juga kurang tau. Itu bisa 
dilihat di laporan keuangannya ada semua mbak. Itu dilihat 
di PSAK juga karena kita menggunakan pedoman itu 
makanya kita mendapatkan WTP tadi. 
Peneliti : Apakah ada urutannya dalam pengungkapannya itu nggak 
pak? Apa yang harus diungkapkan dulu itu, apakah ada 
urut-urutannya? 
Informan : Wah saya itu nggak apal, soalnya yang bikin itu pusat jadi 
saya kurang tau mbak. Tapi kita sudah menyesuaikan 
dengan PSAK itu tadi. Karena saya yakin kalau kantor 
pusat sudah membuat sesuai dengan aturan yang berlaku, 
karena kantor pusat nggak mungkin menyalahi aturan 
mbak.  
Peneliti : Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil 
atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, 
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alasan, dan konsistensi kebijakan. Nah bagaimana 
ilustasinya? 
Informan : Ya tadi itu bahwa untuk pembagian hak amil itu kita tetap 
mengacu pada PSAK 109, dan semuanya mengarah pada 
At-Taubah ayat 60 dan sudah sesuai dengan 8 asnaf itu. 
Peneliti : Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk 
penerimaan zakat berupa aset nonkas. Bagaimana cara 
menentukan nilai pasarnya? 
Informan : Ya itu tadi ya, pakai nilai pasarnya. Bisa pakai perkiraan 
atau perbandingan kan bisa juga. Tapi kan kita rata-rata 
pakai nilai pasar atau nilai wajarnya. Nah kalau seandainya 
tidak ada ya kita bisa pakai perbandingan atau perkiraan 
kita sesuaikan dengan kebijakan yang ada. Misalkan kalau 
baju bekas kan gampang kita bisa lihat ke toko loak trus 
kita lihat harganya disitu. Selama ini yang kita terima 
kebetulan yang sudah ada nilai wajarnya. Kayak seperti ini 
kayak sajadah itu kan kita bisa ke toko sajadah kita tanya 
harganya, kan gampang.yang paling unik ya baju bekas, 
tapi kan kita bisa ke toko loak tanya harganya berapa, kan 
sudah nggak ada masalah. 
Peneliti : Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup 
jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima 
langsung mustahiq. Nah itu bagaimana ilustrasinya pak? 
Informan : Oh berarti anda harus liat ke laporan keuangannya mbak. 
Karena semua ada disana. Total semua berapa. Penerimaan 
zakat berapa. Zakat fitrah berapa. Zakat maal berapa. 
Kemudian ada infak. Nah infak itu ada 2 yaitu infak umum 
dan khusus. Nah totalnya ada berapa. Total penerimaan 
berapa, total pengeluaran berapa, nah itu ada semua. 
Sehingga bisa dibandingkan. Ya kayak yang ada di warta. 
Karena kita sistemnya input aja dan semua data yang 
punya pusat. Nanti kita menginput trus uang diterima 
pusat. Trus kalau kita mau minta uang ke pusat ya kita 
buat surat ke pusat trus uang di transfer pusat. Trus kalau 
selesai penyaluran ya kita buat laporan trus kirim ke pusat, 
begitu mbak. Karena datanya yang paling lengkap disana. 
Peneliti : Trus jumlah dan jenis aset yang disalurkan, presentase dari 
aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama 
periode. Bagaimana ilustrasinya? 
Informan : Itu anda lihat di laporan keuangannya sendiri saja. Disitu 
aja semua mbak. 
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Transkip Wawancara 2 
Teknik Pengumpulan Data : Wawancara 
Hari, Tanggal : Selasa, 17 Juli 2018 
Waktu : 10.00 
Kegiatan : Mencari informasi terkait perlakuan 
akuntansi sesuai PSAK No. 109 tentang 
akuntansi zakat 
Lokasi : Ruko Pasar Raya Gentan, Jl. Rajawali, 
Ngebrak, Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah.  
Sumber Data : Primer 
Peneliti : Niimma Fauzia Putri Rosidi 
Informan : Ibu Fadhilah Mustikaningrum 
 
Deskripsi Wawancara: 
 Peneliti : Yang pertama yaitu dari karakteristiknya. Zakat yang 
diterima oleh amil dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip 
syariah dan tata kelola yang baik. Nah tata kelola yang 
seperti apa agar dapat dikatakan baik itu? 
Informan : Yang tertib administrasinya. Kita kan disini kan kalau 
untuk laporan kan mengikuti pusat. Jadi apa yang 
diterapkan oleh pusat ya diterapkan disini. Tapi untuk 
pembukuan dan lain-lainnya itu kan kita cuma melaporkan 
saja, untuk selebihnya ya langsung dari pusat, seperti itu. 
Peneliti : Prinsip-prinsip syariah yang seperti apa yang diterapkan 
pada sebuah lembaga khususnya di LAZ Al-Azhar sendiri 
agar lembaga itu dapat dikatakan memiliki tata kelola yang 
baik? 
Informan : Ya kalau itu ya jelas ya mbak ya sudah pasti berpedoman 
pada Al-Qur’an dan Hadist.  
Peneliti : Trus terkait tentang pengakuan awalnya. Yang pertama 
penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya 
diterima. Nah itu bagaimana ilustrasinya Bu? 
Informan : Itu kan kalau kita sudah menerima uang baru kita input 
nah itu kan sudah diakui sebagai kas kan? Nah itu. Kalau 
sudah diinput sudah bisa diakui sebagai kas .  
Peneliti : Kalau misal barangnya belum ada berarti belum bisa 
dicatat kan Bu? 
Informan : Iya mbak. Kalau belum ada bukti fisiknya ya belum kami 
masukkan seperti itu.  
Peneliti : Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah 
dana zakat yaitu apabila dalam bentuk kas maka sebesar 
jumlah yang diterima, jika dalam bentuk non kas maka 
sebesar nilai wajar aset non kas tersebut. Nah bagaimana 
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pengukurannya? 
Informan : Ya kita menyesuaikan nilai wajarnya yang pasar mbak. 
Kita nominalkan dulu. Kalau semisal ada barang masuk 
kesini, semisal pakaian bekas atau beras pasti kita 
nominalkan dulu dan disesuaikan dengan harga pasar. Nah 
itu baru kita catat di pencatatan. Jadi pencatatannya bukan 
berapa kg barang gitu engga tapi berapa rupiah uang itu 
terkumpul dan dapat dinominalkan.  
Peneliti : Nah dari dana nonkas itu biasanya berasal dari zakat apa 
pak? 
Informan : Kebanyakan zakat fitrah. Itu sudah jelas ya mbak ya. 
Kalau zakat fitrah itu biasanya mereka memberikannya 
dalam bentuk beras. Kalau paling banyak sih untuk 
sumbangan sumbangan bencana alam atau kemanusiaan, 
ada yang pakaian layak pakai, mie, beras. Pokoknya 
bahan-bahan pokok. Trus kami juga ada program benah 
mushola. Nah itu biasanya ada tuh kalau musholanya 
sudah jadi trus ada donatur yang ngasih Al-Qur’an, 
mukena, sajadah seperti itu.  
Peneliti : Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima 
menggunakan harga pasar. Apabila harga pasar tidak 
tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai 
wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang 
relevan. Nah apabila tidak ada nilai wajarnya itu 
menggunakan apa pak? Trus atas dasar apa kenapa 
menggunakan itu?  
Informan : Kita jarang sih karena semua sudah ada nilai pasarnya. 
Karena barang-barang yang kita terima juga sudah ada 
nilai pasarnya mbak. 
Peneliti : Zakat yang diterima oleh lembaga diakui sebagai dana 
amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non 
amil. Nah di LAZ Al-Azhar ini berapa realisasi presentase 
dana bagian amil dan berapa realisasi dana bagian untuk 
non amil? 
Informan : Operasional itu kan termasuk amil. Nah yang diambil itu 
kan 12,5%. 12,5% itu sudah mencakup untuk amil, 
operasional, fancom.  
Peneliti : Berarti kalau selain dana amil tadi itu sisanya untuk dana 
non amil? 
Informan : Iya.  
Peneliti : Berarti kan masing-masing asnaf  bagiannya berapa? 
Selain untuk yang amil nya tadi bu? 
Informan : Oh yang selain untuk amil tadi itu ya? Kalau disini itu kan 
menyesuaikan dengan yang dipusat kan mbak, untuk 
berapanya itu menyesuaikan dari pusatnya. Untuk berapa 
persennya saya kurang tahu. Yang jelas yang saya tahu itu 
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yang untuk amil nya itu 12,5%. 
Peneliti : Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-
masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan 
prinsip syariah dan kebijakan amil. Nah di LAZ Al-Azhar 
itu bagaimana realisasi presentase yang ditetapkan oleh 
amil untuk masing-masing mustahiq?  
Informan : Harusnya dibagian program itu mbak, karena saya kurang 
tahu. Itu kan khusus di program. Jadi kalau terkait tentang 
penentuan jumlah untuk mustahiq nya yang lebih tahu itu 
bagian programnya mbak, begitu. Kalau saya kan sudah 
menerima berapa, hasilnya berapa itu sudah dalam bentuk 
laporan. Kalau masing-masingnya yang lebih tahu bagian 
programnya.  
Peneliti : Apa landasaran syariah/kebijakan yang digunakan untuk 
menentukan presentase tersebut? Apakah dari Al-Qur’an 
atau ada pedoman yang lain? 
Informan : Yang jelas Al-Qur’an dan Hadist. Karena dasarnya kan itu. 
Kalau kebijakannya itu bukan berasal dari sini tapi 
langsung dari pusatnya. Jadi kita untuk kebijakannya pun 
juga menyesuaikan dari pusat mbak. Tapi ya itu tadi yang 
jelas berasal dari Al-Qur’an dan Hadist.  
Peneliti : Muzaki menentukan mustahiq yang harus menerima 
penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang 
diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Apabila 
muzaki telah menentukan mustahiq yang harus menerima 
penyaluran zakat yaitu melalui amil, maka amil 
mendapatkan ujrah/fee dan diakui sebagai penambah dana 
amil. Nah itu ilustrasinya bagaimana? 
Informan : Kalau di kita kan sudah termasuk akad kan mbak. Jadi 
kalau misal dana yang diberikan muzaki ke kita sebesar 
100 ribu ke si A, ya kita memberikannya juga sebesar 100 
ribu itu, tidak dipotong apa-apa. Jadi kita menyalurkannya 
sesuai dengan akad yang disampaikan di awal perjanjian 
itu.  
Nah kalau seperti itu namanya dana muqoyat. Karena 
sudah ditentukan. Biasanya kalau sudah ditentukan kita 
tidak bisa mengambil dari situ. Karena itu kan jarang ya, 
sedikit yang melakukan itu. Artinya begini, saya punya 
uang 100 juta untuk membangun pesantren. Udah kita 
tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya kalau mau ya biaya 
operasionalnya tapi kan kan itu untuk menggaji 
mandornya, mengontrol itu kan balik kesitu juga. 
Namanya muqoyat itu harus sesuai dengan amanah. 
Peneliti : Berarti itu seperti dana muqoyat itu ya buk ya? 
Informan : Iya kayak dana muqoyat itu mbak. Seumpama kayak 
kemarin itu kan benah mushola. Itu pengajuan proposal 
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sekitar 60 juta. Dari donatur sebesar 60 juta. Kita kasih 
semua 60 juta untuk pembangunan dimasjid. Nggak 
dipotong untuk kitanya.  
Peneliti : Kalau misal ada fee untuk amil, apakah besaran fee itu 
tergantung dari donaturnya ngasihnya berapa gitu ya? 
Informan : Iya bener mbak. Biasanya itu ngasihnya bukan ke amil tapi 
ke infak untuk orang-orang disekitar masjid atau untuk 
tukang-tukangnya itu. Kalau misal untuk amil nya sendiri 
enggak. 
Peneliti : Trus terkait tentang pengukuran setelah pengakuan awal. 
Apabila terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, jumlah 
kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai 
pengurang dana zakat atau pengurang dana amil 
tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Nah 
ilustrasinya itu bagaimana? 
Informan : Kalau selama ini saya belum tahu ya mbak. Tapi ya itu 
tergantung bagaimana permasalahannya dulu. Kita cari 
tahu permasalahannya dulu, apakah itu berasal dari 
amilnya ataukah memang itu musibah yang tidak bisa kita 
hindari. Nah kalau kesalahan amilnya ya itu yang 
menanggung resikonya ya amilnya sendiri. Kalau itu 
memang musibah ya kita coba pengurang dana zakatnya 
seperti itu. Pokoknya dilihat dulu bagaimana 
permasalahnnya dulu. Tapi Alhamdulillah nya kebetulan 
disini belum pernah terjadi.  
Peneliti : Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: pengurang dana 
zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; 
kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh 
kelalaian amil. Bagaimana ilustrasinya? 
Informan : Sudah pasti ya mbak. Kalau kelalaian dari amil nya ya 
dikurangi dana amilnya. Kalau seumpama terjadi pas 
proses penyaluran, maksudnya kita sudah menerima uang 
dari donatur dan sudah dicek uangnya sudah sesuai dengan 
akadnya, ternyata pas mau disalurkan ke mustahiq 
uangnya berkurang, itu kan masih menjadi tanggungjawab 
amil jadi yang menanggung ya amil. Tapi kalau dari 
donatur ke amil uangnya yang disalurkan tidak sesuai 
dengan yang di akad itu kan salahnya donatur, seperti itu. 
Peneliti : Trus terkait tentang penyaluran dana zakat. Zakat yang 
disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang 
dana zakat sebesar: jumlah yang diserahkan, jika dalam 
bentuk kas; jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas. 
Jadi penyaluran dana zakat akan diakui oleh amil pada saat 
dana tersebut sudah diterima mustahiq. Apabila dana 
masih dikelola oleh amil/lembaga maka dianggap bukan 
penyaluran zakat. Nah itu bagaimana ilustrasinya? 
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Informan : Iya betul. Itu yang sudah saya jelaskan tadi.  
Peneliti : Trus terkait penyajian zakatnya itu amil menyajikan dana 
zakat, dana infak/shadaqah, dana amil, dan dana nonhalal 
secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). 
Apakah itu sudah benar-benar dipisahkan ataukah belum? 
Informan : Sudah sudah. Di laporan keuangannya itu sudah dipisah-
pisah semua mbak. Nanti coba dilihat di laporan 
keuangannya.  
Peneliti : Trus terkait dengan pengungkapan zakatnya itu, amil harus 
mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi 
zakat, tetapi tidak terbatas pada kebijakan penyaluran 
zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan 
penerima. Nah hal-hal apa saja yang seharusnya 
diungkapkan? 
Informan : Dalam laporan kemananya mbak? Maksudnya ke internal, 
ke muzaki, atau ke pusatya? 
Peneliti : Berarti beda-beda ya bu laporan keuangannya? 
Informan : Iya beda-beda. Kalau ke muzaki atau donatur kan kita 
laporan dalam bentuk foto-foto penyaluran dan jumlah 
donasinya dilaporkan ke donatur. Trus kalau ke pusat ya 
kayak laporan penyaluran-penyaluran keseluruhan, 
pemasukan jumlah dana, ya seperti itu. 
Peneliti : Apakah ada urutannya dalam pengungkapannya itu nggak? 
Apa yang harus diungkapkan dulu itu, apakah ada urut-
urutannya? 
Informan : Kalau disini itu sudah mengacu ke pusat, karena 
patokannya dari pusat.  
Peneliti : Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil 
atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, 
alasan, dan konsistensi kebijakan. Nah bagaimana ilustasi 
dari kebijakan tersebut? 
Informan : Kalau yang itu kita dipusat mbak. Jadi gini, kita nerima 
dana, trus kita setorkan ke pusat. Nah untuk dana-dananya 
itu yang mengatur dari pusat. Kalau kita hanya 
menyalurkan dananya itu ke mustahiq, kalau untuk urusan 
amilnya itu langsung urusan ke pusatnya mbak.  
Peneliti : Oh misal disini uangnya masuk berapa langsung dikirim 
ke pusat trus yang membagi pusatnya? 
Informan : Iya mbak.  
Peneliti : Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk 
penerimaan zakat berupa aset nonkas. Bagaimana cara 
menentukan nilai pasarnya? 
Informan : Ya itu tadi ya, pakai nilai pasarnya. Bisa pakai perkiraan 
atau perbandingan kan bisa juga. Tapi kan kita rata-rata 
pakai nilai pasar atau nilai wajarnya.  
Peneliti : Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup 
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jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima 
langsung mustahiq. Nah itu bagaimana ilustrasinya bu? 
Informan : Itu dari pusatnya langsung. Karena kita nggak tahu berapa 
persenannya. Kalau persenannya yang tahu cuma pusat. 
Jadi hitung-hitungannya secara total untuk amil dan untuk 
yang lainnya itu ya yang tahu cuma pusat mbak.  
Peneliti : Trus jumlah dan jenis aset yang disalurkan, presentase dari 
aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama 
periode. Bagaimana ilustrasinya? 
Informan : Biasanya 80% dari penerimaan untuk disalurkan ke 
mustahiqnya.  
Peneliti : Berarti sisanya untuk sini ya bu ya? 
Informan : Iya mbak.  
Peneliti : Apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bu? 
Informan : Iya. Karena ketentuannya itu kan dari pusat jadi kita sudah 
menyesuaikan dengan yang dipusat, begitu.  
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Daftar Riwayat Hidup 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
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Nama Sekolah Kota 
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